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Skripsi ini membahas Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana
Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
1020/PID.B/2011/PN.MKS.). Pokok permasalahan dalam skripsi ini bagaimana
hukum Pencucian Uang ditinjau dari Hukum Pidana Materil dan Formil dengan sub
permasalahan yaitu bagaimana eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang
dari aspek peraturan perundang-undangan dan eksistensi pembuktian tindak pidana
pencucian uang dari aspek Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.
1020/PID.B/2011/PN.MKS).
Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan metode penelitian
dengan jenis penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini jenis data yang
digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari beberapa sumber baik primer
maupun sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan
observasi. Sumber primer berupa data yang diperoleh langsung dari sumbernya.
Sedangkan data sekunder berupa data kepustakaan (library research) yang
menunjang penelitian. Adapun metode pengolahan data peneliti menggunakan
metode deskriptif kualitatif dan analisis data peneliti menggunakan metode deduktif,
yaitu suatu metode yang dipergunakan untuk menganalisa data yang bersifat umum
kemudian menarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui eksistensi
pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek aturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk mengetahui eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian
uang dari aspek putusan Pengadilan Negeri Makassar.
Dari hasil pembahasan maka diperoleh hasil bahwa teori pembuktian dalam
undang-undang tentang pencucian uang adalah teori pembuktian terbalik. Sedangkan
dalam KUHP dikenal teori pembuktian biasa. Secara umum, kedua teori ini
berlawanan, sehingga perlu digunakan teori pembuktian terbalik terbatas dan
berimbang. Selanjutnya, dalam kasus yang menjadi objek penelitian ditemukan,
bahwa teori pembuktian terbalik sebagaimana yang diamanahkan undang-undang
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dalam sanubari. Setelah melewati perjalanan panjang dan melelahkan, menyita
waktu, tenaga, dan pikiran, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi ini. Oleh
karena itu, sembari berserah diri dalam kerendahan hati dan kenistaan diri sebagai
seorang hamba, maka sepantasnyalah puji syukur hanya diperuntukan kepada Sang
Maha Sutradara, Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan maghfirah-Nya.
Kemudian kepada Nabi Muhammad saw., suri tauladan seluruh umat manusia,
penulis kirimkan shalawat dan salam kepada beliau serta para sahabat yang telah
memperjuangkan Islam sebagai agama samawi sekaligus sebagai aturan hidup.
Disadari betul bahwa penulis sebagai bagian dari seluruh makhluk Tuhan
yang zoon politicon sangat membutuhkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu,
terasa sangat bijkasana bila penulis menghaturkan terima kasih yang setinggi-
tingginya kepada sederetan hamba Allah swt. yang telah memberikan sumbangsih
baik berupa bimbingan, dorongan, dan bantuan yang mereka berikan kepada penulis
kiranya dicatat oleh Allah swt. sebagai amal saleh. Ucapan terima kasih penulis
sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan
skripsi ini, dan kepada:
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Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasi ke dalam huruf latin sebagai berikut:
b : ب z : ز f : ف
t : ت s : س q : ق
ts : ث sy : ش k : ك
j : ج sh : ص l : ل
h : ح dh : ض m : م
kh : خ th : ط n : ن
d : د zh : ظ w : و
dz : ذ ' : ع h : ه
r : ر gh : غ y : ي
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda
apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').
2. Vokal dan Diftong






b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw), misalnya:
bayn dan qawl.
1) Syahadah dilambangkan dengan konsonan ganda.
2) Kata sandang al- (alif lam ma'rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali bila
terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar
(Al-) Contohnya: Al-qur’an.
3) Ta’ marbutha (ة) ditranliterasikan dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir
huruf h.Contohnya: Fatimah
4) Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata atau kalimat yang
belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Adapun kata atau kalimat yang
sudah dibakukan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, tidak
ditulis lagi menurut cara transliterasi di atas, misalnya perkataan Al-Qur’an,
sunnah dan khusus. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari teks
Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, misalnya:
ا ﻞھ اﺖﯿﺒﻟ (Ahl Al-Bayt).
B. Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
1. BPK = Badan Pemeriksa Keuangan
2. H. = Hijriah
3. HIR = Het Hezelane Inland Reglement
4. KUHP = Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. KUHAP = Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
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6. M. = Masehi
7. PBB = Perserikatan Bangsa-Bangsa
8. PPATK = Pusat Pelaporan dan Anaisis Transaksi Keuangan
9. Q.S...(...).... = Quran, Surah....., ayat.....
10. ra. = Radiyalllahu ‘Anhu
11. saw. = Salla Allâhu 'Alayhi wa Sallam
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Hukum pidana merupakan hukum yang memberikan ancaman hukuman
kepada seseorang dengan maksud untuk melindungi kepentingan-kepentingan
orang dalam pergaulan hidup. Hukum pidana menggunakan ancaman pidana dan
penjatuhan pidana apabila kepentingan-kepentingan tersebut seimbang dengan
pengorbanan yang harus ditanggung oleh korban kejahatan atau pelanggaran.
Mengamati hukum pidana berarti melihat hukum pidana dari sifatnya. Penulis-
penulis yang menganut sistem hukum Eropa-Kontinental menguraikan sifat
hukum pidana dengan memaparkan bahwa hukum pidana di satu sisi menjadi
aturan antara individu dengan individu atau badan hukum sebagai subjek hukum.
Di sisi lain, aturan dalam hukum pidana mengikat antara individu/badan hukum
dengan negara sebagai organisasi tertinggi dalam struktur masyarakat. Sebagai
contoh, pasal 338 KUHP merumuskan sebuah perbuatan yang menyebabkan
dirampasnya hak hidup seseorang atau dikenal dengan “pembunuhan”. Pasal ini
secara jelas mendeskripsikan adanya hak-hak yang diambil dari individu yang
satu oleh subjek hukum yang lain. Keadaan ini menyebabkan terjadinya hubungan
hukum antar subjek hukum dan negara sebagai alat penyelenggara aturan yang
telah dibuat.
Terlepas dari sifatnya tersebut, karakteristik hukum pidana secara nyata
adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan subjek hukum. Perbuatan-
1
2perbuatan itu meliputi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan-kejahatan masa kini
lebih kompleks dari kejahatan masa lalu seiring perkembangan zaman, teknologi
dan perbenturan kepentingan individu yang satu dengan individu yang lainnya.
Sebagai contoh kejahatan diluar KUHP yang sekaligus menjadi objek penelitian
pada skripsi ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencucian uang. Sejarah telah
mencatat, bahwa istilah pencucian uang atau money laundering berawal dari
seorang penjahat terbesar Amerika masa lalu yaitu Al Capone. Dia memakai jasa
si genius Meyer Lansky untuk mencuci uang hitam hasil kejahatannya. Orang
Polandia tersebut mencuci uang Al Capone melalui usaha binatu (laundry). Itulah
asal-muasal istilah money laundering.1 Pencucian uang telah dikenal sejak tahun
1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan
resmi sebagai salah satu strateginya. Perusahaan yang tadi menjadi alat perputaran
uang haram tersebut kemudian berkembang maju dengan disertai perolehan uang
hasil kejahatan lain seperti uang hasil minuman keras illegal, hasil penjudian dan
hasil usaha pelacuran. Sejalan dengan perkembangan zaman serta teknologi dan
globalisasi utamanya di sektor keuangan, bank menjadi sasaran utama untuk
kegiatan pencucian uang disebabkan sektor inilah yang setiap harinya melakukan
aktivitas yang berkaitan dengan uang, sehingga mudah untuk menyamarkan asal-
usul dana yang dimasukkan ke dalam tempat tersebut.
Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan
nama money laundering sekarang mulai menjadi masalah tersendiri dalam ruang
hukum pidana. Ternyata, problematika uang haram ini sudah meminta perhatian
1Yunus Husein, Money Laundering, Sampai Dimana Langkah Negara Kita, Dalam
Pengembangan Perbankan (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 1.
3dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang menyangkut pergulatan
dunia internasional. Menurut Adrian Sutedi,2 kejahatan ini telah melanggar batas-
batas negara dalam bentuknya sebagai suatu fenomena kejahatan yang
menyangkut banyak pihak, sehingga dalam konsep kekinian dinamakan organized
crime3. Dalam kenyataannya, ada pihak-pihak yang ikut mengambil keuntungan
dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari dampak kerugian yang
ditimbulkan dari kejahatan pencucian uang tersebut. Artinya, bahwa kejahatan ini
erat kaitannya dengan dunia perbankan yang menjadi aktivitas manusia sehari-
hari. Dalam dunia perbankan, pada satu pihak beroperasional atas dasar
kepercayaan para konsumen, sementara pihak lain, tetap membiarkan kejahatan
pencucian uang ini terus merajalela.
Dalam perspektif regulasi, pertama kali dalam perundang-undangan
Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang
Pencucian Uang selanjutnya disingkat dengan UU TPPU. Kini diubah lagi dengan
hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010  Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat UU PP-TPPU. Hal
ini menunjukkan, bahwa pencucian uang telah mampu menyita perhatian
pemerintah dengan ruang lingkup kejahatan dan dimensi yang dimilikinya.
Undang-undang yang telah 2 (dua) kali direvisi ini seharusnya menjadi acuan bagi
aparat penegak hukum untuk mengaplikasikannya di lapangan dan
2Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008),
h. 3.
3Yaitu kejahatan yang dilakukan oleh lebih dari satu atau dua orang dimana terdapat kerja
sama di antara pelaku dan masing-masing pelaku dapat berada pada tempat yang berlainan (lihat,
Adrian Sutedi, 2008), ibid., h. 99.
4mengoptimalkan penegakan hukumnya. Dalam UU tersebut diuraikan bahwa
pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan,
membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar
negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana. Di samping itu pula, kegiatan berupa
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan,
pengalihan hak-hak, atau kepemilikan dan menerima atau menguasai penempatan,
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau
menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patutu diduganya
merupakan hasil tindak pidana baik dalam hal turut serta melakukan percobaan,
pembantuan atau permufakatan jahat masuk dalam rumusan tindak pidana
pencucian uang menurut undang-undang tersebut.4
Dalam hukum Islam, tindak pidana pencucian uang atau money laundering
ini merupakan bagian jarimah ta’zir. Jarimah ta’zir menurut bahasanya adalah
mashdar dari “azzara” yang berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun
juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis,
jarimah ta’zir adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang
diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu
dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang
masuk dalam kategori jarimah ta’zir.5
4Pasal 3-10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2010.
5Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 51.
5Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan
(publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab
uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau
haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku)
manusia. Kalau dalam pergaulan kita sahari-hari ada yang mengatakan ”uang
haram atau uang halal”, maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram
atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman
hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan, sedangkan status keharaman
uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah haram lighairi.
Meskipun harta yang diperoleh dari proses “cuci uang” adalah haram lighairi,
namun setatusnya qath’iy, dalam artian suatu keniscayaan bahwa uang/harta
kekayaan hasil pencucian uang merupakan uang haram walaupun keharamannya
bukan disebabkan karena uang/harta itu sendiri akan tetapi disebabkan karena
perbuatannya. Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya perbuatan pencucian
uang, secanggih apapun melalui teknologi dan cara yang digunakan untuk proses
pencucian uang adalah haram dan dilarang oleh agama.
Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak,
membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan
dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa
luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang
banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai jarimah ta’zir. Pencucian uang
dimasukkan ke dalam jarimah ta’zir karena memenuhi berbagai kategori sebagai
berikut:
61. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak,
merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia;
2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan
manusia;
3. Adanya unsur merugikan kepentingan umum;
4. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum;
5. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang; dan
6. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian
dan ketentraman masyarakat.6
Di samping itu, pencucian uang juga mengakibatkan hilangnya kendali
pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan
ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara,
dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Akibat yang ditimbulkannya pun
sangat besar terhadap kehidupan manusia.
Alquran sebagai kitab suci ummat Islam telah memperingatkan kita untuk
tidak merampas harta sesama manusia dengan cara yang bathil atau tidak sah. Hal
ini diuraikan dalam Q.S. An-Nisaa’/4: 297, Allah swt. berfirman:
Terjemahnya:
Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
6Official Weblog Zanikhan, Hukum Pencucian Uang Dalam Islam
(http://officialweblogzanikhan.blogspot.com.), tanggal akses: 27 Mei 2012.
7Lihat daftar singkatan no. 9.
7berlaku di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu;
sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.8
Di ayat lain, Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 329:
Terjemahnya:
Oleh karena itu Kami tetapkan ( suatu hukum ) bagi Bani Israil, bahwa:
barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (
membunuh orang lain ), atau bukan karena membuat kerusakan di bumi,
maka seakan – akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan
barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah –
olah dia teah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Dan
seungguhnya telah datang kepada mereka rasul – rasul Kami dengan (
membawa ) keterangan – keterangan yang jelas, kemudian banyak
diantara mereka sesudah itu sungguh – sungguh melampaui batas dalam
berbuat kerusakan di bumi.10
Kedua ayat yang disebutkan itu, menghendaki adanya kesimbangan
kehidupan manusia di muka bumi ini, dalam rangka mewujudkan terciptanya
kehidupan masyarakat yang aman dan tentram dalam bingkai masyarakat madani.
Namun, kejahatan seperti pencucian uang merupakan kejahatan yang telah
merusak kepentingan umum. Merusak kepentingan umum berarti mengganggu
kehidupan masyarakat yang seimbang dan selaras, sehingga pencucian uang
dalam Islam merupakan kejahatan terhadap hak-hak manusia yang diberikan
8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Semarang: CV. Toha Putra, 2002),
h. 122.
9Lihat daftar singkatan no. 9.
10Ibid., h. 164.
8hukuman berupa hukuman ta’zir. Hukuman ta’zir yang berupa ketentuan
pemerintah yang dibuat dalam sebuah aturan yang baku tentang hukuman
terhadap pelaku pencucian uang.
Banyak kasus yang telah terjadi di Indonesia mengenai tindak pidana
pencucian uang, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Sidrap, Sulawesi -
Selatan. Kasus ini terjadi pada awal Mei, dimana setelah melakukan audit
keuangan di Bank Bukopin Cabang Pare-Pare ditemukan kerugian uang negara
dengan kalkulasi mencapai 510 juta. Tim penyidik Kejari Sidrap menemukan
adanya kerugian awal sebanyak Rp. 580 juta dari hasil pendebetan Bank Bukopin
yang bersumber dari alokasi bantuan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) pada
Program Pola Kemitraan sebesar Rp. 9 miliar. Kini, dana itu langsung dititip
sebagai barang bukti di Bank Indonesia (BI) Makassar dalam bentuk Savety Box
atau Bilyet Deposit Simpanan yang masih tersegel. Dalam kasus ini, penyidik
Kejaksaan sudah menetapkan salah satu pegawai Bank Bukopin Cabang Pare-Pare
menjadi tersangka.11 Contoh kasus lain yang terjadi, yaitu dugaan kasus pencucian
uang yang terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat seperti dilansir Antara News.
Menurut data yang diperoleh, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) Sulawesi Selatan menuntaskan penghitungan hasil kerugian negara dalam
kasus dugaan gratifikasi serta pencucian uang di Komisi Pemilihan Umum (KPU)
Kabupaten Mamuju. Dalam kasus money laundering ini, pengacara KPU
Kabupaten Mamuju Mappinawang untuk sementara dijadikan sebagai tersangka.
Namun, pada akhirnya pengacara KPU tersebut tidak terbukti melakukan tindak
11Berita Kota Online, Kasus Pencucian Uang Di Sulawesi Selatan,
(www.beritakotamakassar.com.), tanggal akses: 27 Mei 2012.
9pidana seperti yang diduga.12 Selanjutnya, kasus yang terjadi di kota Makassar
pada setahun yang lalu tepatnya tahun 2011. Kasus ini menyeret beberapa nama
yang awalnya dimintai keterangan oleh pihak kepolisian kota Makassar. Setelah
memintai beberapa keterangan dari saksi akhirnya kepolisian menyeret nama
Armin Sapiding seorang karyawan Bank Rakyat Indonesia ( BRI) Cabang
Panakkukang sebagai tersangka kasus tersebut. Kasus ini terungkap setelah Armin
diduga telah melakukan pencucian uang bersama rekannya terhadap rekening
internal Bank BRI yang jumlahnya mencapai 30 (tiga puluh) miliar rupiah. Kasus
ini kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Makassar oleh pihak kejaksaan
dan diregistrasi oleh institusi hukum tersebut. Perkara tersebut disidangkan pada
bulan Juli 2011 dengan nomor perkara 1020/Pid.B/2011/PN.Mks. sesuai dengan
registrasi perkara yang tercatat di bagian Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri
Makassar. Semenjak dijadikan terdakwa oleh pihak pengadilan, kedudukannya
sebagai karyawan dicabut oleh BNI. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan,
diketahui bahwa kasus ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Makassar sebagai pengadilan tingkat I.13 Kasus ini yang selanjutnya dijadikan
objek penelitian dalam mengungkap dan membuktikan praktek pencucian uang
sebagai tindak pidana yang tergolong white collar crime14. Keadaan ini
menunjukkan bahwa di wilayah Sulawesi saja sudah terjadi beberapa kasus
12Republika Online, Pengacara KPU Mamuju terjerat Pencucian Uang,
(www.koranrepublika.com.), tanggal akses:  27 Mei 2012.
13Mustari Muis, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara oleh
penulis di Makassar, 4 Juli 2012.
14Kejahatan kerah putih (white collar crime) yaitu kejahatan dengan karakteristik: 1) tidak
kasat mata (low visibility),2) sangat kompleks (complexity), 3) ketidakjelasan pertanggungjawaban
pidana (diffusion of responsibility), 4) ketidakjelasan korban (diffusion of victims), 5) aturan
hukum yang samara tau tidak jelas (ambiguous criminal law), dan 6) sulit dideteksi dan dituntut
(weak detection and prosecution). Lihat Adrian Sutedi, op. cit., h. 227.
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pencucian uang, belum lagi dihitung kasus-kasus pencucian uang yang terjadi di
daerah-daerah lain di seluruh Indonesia. Analisa ini diperkuat dengan adanya
penuturan Wakapolri, Komjen Polisi Nanan Sukarna yang menyatakan bahwa
sepanjang tahun 2009-2011, Polri telah menerima 412 Laporan Hasil Analisa
(LHA) PPATK dengan kualifikasi 289 LHA masih dalam proses penyelidikan, 13
dalam proses penyidikan, 30 LHA sudah diserahkan ke jaksa penuntut umum
(JPU), 76 LHA dihentikan penyelidikannya karena tidak ditemukan peristiwa
TPPU, dan 4 dilimpahkan ke instansi lain.15
Contoh kasus yang disebutkan di atas, mengingatkan kita akan betapa
besarnya dampak dari tindak pidana money laundering. Sehingga diperlukan
adanya kerjasama yang padu antara pihak kepolisian, BPK, PPATK, Kejaksaan
dan Pengadilan sebagai titik akhir dari sebuah proses peradilan guna terciptanya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Sebagai kejahatan
yang berdimensi baru “pencucian uang” yang sejak diundangkan sekitar sepuluh
tahun lalu di dalam penerapannya oleh aparat penegak hukum masih sering terjadi
perbedaan persepsi sehingga masih memerlukan pemahaman dan penelitian yang
lebih dalam lagi. Pencucian uang termasuk juga kategori economic crime atau
financial crime yang bermotif capital gain (mencari uang atau harta kekayaan),
maka cara penanggulangannya harus melalui pendekatan follow the money atau
“mengikuti uang hasil kejahatan”.16 Secara teoritis, konsep pendekatan
“mengikuti uang hasil kejahatan” dalam memberantas pencucian uang ialah
15Republika Online, Kasus Pencucian Uang di Indonesia, (www.koranrepublika.com.),
tanggal akses:  27 Mei 2012.
16Ikatan Hakim Indonesia, Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXIV No. 284 Juli
2009 (Jakarta: IKAHI, 2009), h. 12.
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dengan menemukan “uang/harta benda/kekayaan lain” yang dapat dijadikan
sebagai alat bukti (objek kejahatan) dan sudah barang tentu setelah dilakukan
analisis keuangan dan dapat diduga bahwa uang/harta benda/kekayaan lain
tersebut sebagai hasil kejahatan. Artinya, dengan membuktikan asal harta yang
diperoleh pelaku tindak pidana pencucian uang, berarti penuntut umum dapat
membuktikan perbuatan pelaku nyata sebagai money laundering. Teori lain
menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang
merupakan asal-muasal pencucian uang merupakan dua proses penyelesaian yang
berbeda. Sehingga dengan menduga secara kuat bahwa harta yang dicuci adalah
harta hasil kejahatan, maka tanpa perlu membuktikan terlebih dahulu tindak
pidana asal proses penyelesaian tindak pidana pencucian uang dapat dilanjutkan
sampai pada tahap putusan oleh majelis hakim.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan dan uraian kasus tindak
pidana pencucian uang ( money laundering ) yang terjadi di kota Makassar , maka
peneliti mendapatkan gambaran awal untuk menyusun sebuah skripsi dengan
judul “Tinjauan Yuridis Tentang Pembuktian Tindak Pidana Pencucian
Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Makassar
No.1020/Pid.B/2011/PN.Mks)” dengan pokok permasalahan bagaimana Hukum
Pencucian Uang ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Nasional dan Fiqh
Jinayah (Hukum Pidana Islam) yang dikhususkan pada aspek hukum pidana
materil dan formil tentang tindak pidana pencucian uang dengan sub masalah
sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari
aspek aturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari aspek
Putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks?
C. Defenisi Operasional dan Ruang Lingkup Penelitian
1. Defenisi Operasional Penelitian
Yuridis : Menurut hukum; dari segi hukum.17
Pembuktian : Beberapa ahli hukum mendefenisikan kata “pembuktian”
dengan memberikan arti kata “membuktikan. Menurut Martiman
Prodjohamidjojo,18 membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk
menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap
kebenaran peristiwa tersebut.
Tindak pidana : Perbuatan yang dapat dikenakan pidana karena merupakan
pelanggaran terhadap undang-undang; delik; perbuatan pidana.19
Pencucian Uang : Suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk
menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang
diperoleh dari hasil tindak pidana yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang
sah.20
Putusan Pengadilan. Dalam Bab I Pasal 1 angka 11 KUHAP disebutkan
bahhw “putusan pengadilan” sebagai:
17Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum, Dictionary of Law New Edition
(Palembang: Quantum Media Press, 2010), h. 399.
18Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di
Indonesia, Edisi Revisi (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), h. 23.
19Sudarsono, Kamus Hukum, Edisi Baru (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2008), h. 92.
20Adrian Sutedi, op. cit., h. 12.
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Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum
dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.21
Sehingga, defenisi operasional penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri No. 1020/PID.B/2011/PN.MKS) adalah proses peninjauan dalam
perspektif hukum pidana tentang usaha dan maksud untuk mengungkap kebenaran
terhadap kejahatan pencucian uang baik dari segi peraturan perundang-undangan
pidana (materiil) dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun
dari segi hukum acara pidana (formil) dalam KUHAP terkait kasus pidana yang
diadili di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara
1020/PID.B/2011/PN.MKS.
2. Ruang Lingkup Penelitian
Berdasarkan defenisi operasional tersebut, maka ruang lingkup penelitian
ini adalah meninjau tentang eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang
dalam perspektif hukum acara pidana dan undang-undang tindak pidana
pencucian uang dan putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
1020/Pid.B/2011/PN.Mks.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu Tinjauan Yuridis
Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus Putusan Pengadilan
Negeri Makassar No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks).
21Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 200.
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Banyak literatur yang membahas tentang masalah ini, namun belum ada
literatur yang membahas secara khusus tentang judul skripsi ini. Agar nantinya
pembahasan ini lebih fokus pada pokok kajian, maka dilengkapi beberapa literatur
yang masih berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah
sebagai berikut :
1. Sudarsono, dalam bukunya Kamus Hukum  (Edisi Baru), yang menghimpun
istilah dan pengertian dalam hukum internasional, hukum pidana, acara
pidana, hukum perdata, acara perdata, hukum pajak, hukum dagang, hukum
ketenagakerjaan, hukum administrasi Negara, hukum tata Negara, dan hukum
agraria.
2. Adrian Sutedi, dalam bukunya Tindak Pidana Pencucian Uang , yang
menguraikan tentang sejarah, defenisi, implementasi regulasi, serta
pembaharuan undang – undang pencucian uang. Dalam buku beliau tersebut,
juga diuraikan tentang proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang atau money laundering.
3. Alfitra, dalam bukunya Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata
Dan Korupsi di Indonesia, yang menguraikan secara jelas dan padat tentang
proses pembuktian, baik terhadap kasus pidana yang dimulai dari tingkat
penyidikan sampai pengadilan, perdata maupun kasus pencucian uang yang
mengenal dua teori pembuktian yaitu teori bebas dan negatif.
4. Andi Hamzah, dalam bukunya Hukum Acara Pidana Indonesia (Edisi Revisi)
yang menjelaskan tentang pengertian, ruang lingkup, serta proses beracara
dalam hukum pidana. Dalam buku ini beliau menjelaskan tentang hukum
15
acara pidana yang telah dikodifikasikan dalam KUHAP sehingga sangat
membantu peneliti dalam menguraikan proses demi proses dalam aur
pembuktian hukum acara pidana.
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab
rumusan masalah yang dipaparkan diatas, yaitu sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui eksistensi teori pembuktian tindak pidana pencucian
uang dari aspek peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan
b. Untuk mengetahui eksistensi pembuktian tindak pidana pencucian uang dari
aspek putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks.
2. Manfaat
a. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis sebagai
berikut :
1) Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang dapat dipergunakan
dan dimanfaatkan dalam penulisan buku pengetahuan hukum yang
berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang.
2) Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum pidana
nasional.
b. Manfaat Praktis
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk kepentingan penegakan
hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum sehingga dapat dijadikan
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masukan dalam cara berpikir dan bertindak hakim dalam mengambil keputusan
dalam setiap perkara tindak pidana pencucian uang.
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi
Pada bab I, merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah,
rumusan masalah, defenisi operasinal dan ruang lingkup penelitian, kajian
pustaka, tujuan dan kegunaan penelitian, serta garis-garis besar isi skripsi.
Pada bab II, penulis mengemukakan tinjauan umum pembuktian pidana
yang mencakup pengertian, prinsip, sistem atau teori pembuktian dalam kasus
pencucian uang, alat-alat bukti dan kekuatan pembuktiannya serta tinjauan umum
tentang penyertaan (delneming) dan gabungan tindak pidana (concursus).
Selanjutnya, pada bab ini pula, peneliti menguraikan tinjauan umum tentang
tindak pidana pencucian uang,  yang berisikan pengertian tindak pidana pencucian
uang, pengaturan hukum, unsur-unsur, model-model kejahatan serta ketentuan
pidana bagi pelaku tindak pidana pencucian uang dan tinjauan umum pencucian
uang dalam perspektif hukum Islam.
Pada bab III, mengemukakan tentang metode penelitian yang mencakup ;
jenis penelitian, jenis pendekatan, metode pengumpulan data yang berisi: lokasi
dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik
pengumpuan data, dan instrument pengumpulan data. Pada bab ini juga diuraikan
tentang metode pengolahan dan analisis data yang digunakan peneliti dalam
melakukan penelitian lapangan (field research) dalam bentuk studi kasus.
Pada bab IV, yaitu bab hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini,
peneliti akan menguraikan eksistensi teori pembuktian tindak pidana pencucian
17
uang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan praktik
pembuktian tindak pidana pencucian uang yang berisi: posisi kasus, dakwaan,
pembuktian, tuntutan, pembelaan, pertimbangan hakim dalam menilai pembuktian
dari kedua beah pihak, putusan majelis hakim, dan analisis hukum dalam perkara
yang diteliti untuk dibandingkan dengan teori yang dikemukakan pada bab II.
Pada bab V, bab penutup yang mencakup kesimpulan dari isi skripsi




A. Tinjauan Umum Keturutsertaan
Deelneming atau turut serta meupakan salah satu bidang pembahasan dalam
KUHP. Masalah keturutsertaan itu oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam
Pasal 55 dan 56 KUHP.1 Untuk menjelaskan tentang keturutsertaan/ keikutsertaan,
maka kita akan merujuk pada Pasal 55 dan 56 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:2
Pasal 55
(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut
serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan member atau menjanjikan sesuatu, dengan
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan,
ancaman atau penyesatan, atau dengan member kesempatan, sarana
atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan
perbuatan.
(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah
yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
Pasal 56
Dipidana sebagai pembantu kejahatan:
1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk
melakukan kejahatan.
Berdasarkan rumusan pasal tersebut, kita dapat menggolongkan macam turut
serta dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:
1P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1997), h. 583.
2Redaksi Sinar Grafika, KUHP dan KUHAP (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 23-24.
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1. Menyuruh Melakukan atau doen plegen
Di dalam imu pengetahuan hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain
melakukan melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang
middelijke dader yang artinya seorang pelaku tidak langsung.3 Ia disebut pelaku
tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri
tindak pidananya, melainkan dengan perantara orang lain. Menurut ketentuan pidana
di dalam Pasal 55 KUHP, seorang pelaku tidak langsung seperti itu dapat dijatuhi
hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada
pelakunya sendiri  tergantung berat-ringannya hukuman yang dilakukan oleh orang
yang disuruh melakukan tindak pidana baik berupa pelanggaran atau kejahatan.
Konsep tindak pidana bentuk pertama ini, pelakunya paling sedikit 2 (dua)
orang yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh melakukan suatu tindak
pidana. Untuk adanya suatu doen plegen seperti rumusan Pasal 55 KUHP ayat 1
angka 1, orang yang disuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat
tertentu, yang menurut Profesor Simons4 syarat-syarat tersebut adalah:
a. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalah
seseorang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana sebagaimana
yang dimaksud Pasal 44 KUHP.
3 P.A.F. Lamintang, op. cit., h. 609.
4 Simons dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 610.
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b. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyai suatu
kesalahpahaman mengenai salah satu unsure dari tindak pidana yang
bersangkutan.
c. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu sama sekali
tidak mempunyai unsur sengaja atau alpa seperti yang telah disyaratkan dalam
rumusan undang-undang mengenai tindak pidana tersebut.
d. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak memenuhi
unsur oogmerk yang telah disyaratkan di dalam rumusan undang-undang
mengenai tindak pidana tersebut.
e. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu telah
melakukannya di bawah pengaruh keadaan yang memaksa sehingga orang
tersebut tidak mampu memberikan suatu perlawanan.
f. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dengan itikad baik
telah melaksanakan suatu perintah jabatan, padahal perintah jabatan tersebut
diberikan oleh atasan yang tidak berwenang memberikan perintah semacam itu.
g. Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu tidak
mempunyai sifat tertentu yang disyaratkan oleh undang-undang bahwa sifat itu
harus dimiliki oleh pelakunya sendiri.
Di dalam suatu doen plegen itu, pada umumnya orang yang teah disuruh
melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum oleh karena orang yang
disuruh melakukan tindak pidana sebenarnya adalah tidak lebih daripada suatu alat
mati belaka. Alasannya, bahwa pelaku sebenarnya adalah orang yang menyuruh
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melakukan atau doen plegen. Sehingga yang pantas untuk dihukum adalah pelaku
sebenarnya bukan alatnya.
2. Turut Melakukan atau medeplegen
Bentuk deelneming yang kedua yang terdapat dalam Pasal 55 ayat 1 angka 1
KUHP adalah medeplegen atau “turut melakukan”. Defenisi turut melakukan disini
diartikan “melakukan bersama-sama”, dimana terdapat paling sedikit dua orang yang
secara bersama-sama melakukan tindak pidana. Sehingga, salah satunya sebagai
orang yang melakukan atau pelaku sedang yang lainnya sebagai orang yang turut
melakukan atau pelaku penyerta. Lantas bagaimanakah konsep “melakukan bersama-
sama” dalam suatu tindak pidana sehingga termasuk dalam bentuk medeplegen?
Oleh karena undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya
mengenai permasalahan tersebut, maka timbullah beberapa perbedaan yang terjadi di
dalam ilmu pengetahuan hukum pidana dan praktek-praktek putusan pengadilan.
Sebagai contoh, Profesor van Hamel5 berpendapat bahwa orang dapat mengatakan
dalam suatu tindak pidana terdapat suatu medeplegen apabila tindakan masing-
masing pelaku di dalam suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai telah
menghasilkan suatu keadaan dimana telah terbukti sebagai pelaku secara sempurna.
Sedangkan menurut Profesor van Hattum6, bahwa konsep medeplegen menurut
sifatnya hanyalah berkenaan dengan perbuatan untuk melakukan suatu tindak pidana
saja dan tidak ada hubungannya dengan unsur-unsur lain dari tindak pidana yang
5 van Hamel dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 616
6 Van Hattum dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 618.
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bersangkutan. Menurut beliau, konsep medeplegen yang disebutkan oleh Profesor
van Hamel yang melihat bentuk “turut melakukan” hanya ada jika masing-masing
pelaku memenuhi unsur pelaku dalam tindak pidana, maka menurut beliau konsep
“turut melakukan” tidak berguna sama sekali,karena pendapat itu adalah konsep
“orang yang melakukan atau pelaku” bukan “turut melakukan”.
Menurut Profesor van Hattum, perbuatan “turut melakukan” dalam KUHP
seyogyanya diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak
pidana yang dilakukan orang lain. Konsep “sengaja” itu harus ditujukan kepada:
a. Maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak
pidana.
b. Dipenuhinya semua unsur dari tindak pidana tersebut yang diliputi oleh unsur
‘sengaja’, yang harus dipenuhi oleh pelaku itu sendiri sesuai ketentuan yang
berlaku dalam rumusan tindak pidana yang dilakukan.
Sedangkan Mahkamah Agung mempunyai pendapat sendiri tentang
medeplegen. Sebagaimana yurisprudensi yang diperoleh dari putusan kasasi
Mahkamah Agung tanggal 26 Juni 1971 nomor 25/K/Kr./19707 telah memberikan
putusannya antara lain berbunyi:
Perbuatan terdakwa II mengancam dengan pistol tidak memenuhi semua unsur
di dalam Pasal 339 KUHP. Terdakwa I-lah yang memukul si korban dengan
sepotong besi yang mengakibatkan matinya si korban. Karena itu untuk
Terdakwa II kualifikasi yang tepat adalah “turut melakukan” tindak pidana
(medeplegen) sedangkan pelaku materialnya ialah Terdakwa I.
7 Lamintang dan Samosir dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 622.
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Putusan kasasi Mahkamah Agung tersebut memberikan gambaran bahwa
suatu konsep medeplegen terjadi apabila para pelaku secara langsung telah bekerja
sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerjasama itu berjalan sukses, maka
tidaklah penting siapa diantara mereka yang menyelesaikan kejahatan mereka. Hal
itu tergambar dari putusan tersebut yang memberikan kualifikasi pada Terdakwa II
sebagai orang yang turut melakukan. Artinya bersama-sama melakukan pembunuhan
dengan Terdakwa I yang menyelesaikan kejahatan mereka untuk menghilangkan
nyawa korban.
Konsep pemidanaan terhadap medepleger adalah di dalam tindak pidana yang
telah dilakukan secara bersama-sama, maka setiap orang dari mereka ikut
bertanggung jawab atas perbuatan yang teah dilakukan oleh rekannya itu. Sehingga,
setiap pelaku mendapatkan hukuman yang patut dan layak sebagai orang yang turut
melakukan suatu tindak pidana.
3. Menggerakkan Orang Lain untuk Melakukan Tindak Pidana atau uitlokken
Professor van Hamel8 memberikan defenisi uitlokken atau uitlokking sebagai
suatu bentuk keturutsertaaan berupa:
Het opzettelijk bewegen, met door de wet aangeduide middelen, van een zelf-
verantwoordelijk person tot een strafbaar feit, dat deze Aldus bewogen,
opzettelijk pleegt.
Defenisi tersebut berarati bahwa kesengajaan menggerakkan orang lain yang
dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak
pidana dengan menggunakan cara-cara  yang telah ditentukan oleh undang-undang
8Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 634.
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karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan
tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian secara umum dapat ditarik
kesimpulan bahwa antara doen plegen (menyuruh melakukan) dan uitlokken itu
terdapat suatu kesamaan, yaitu pelaku yang sebenarnya tidak melakukan sendiri
tindak pidana yang dikehendakinya, melainkan dengan perantara orang lain. Di
dalam doktrin, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak
pidana disebut sebagai agent provocateur atau intellectueel dader9 yaitu pelaku yang
cerdik. Kecerdikan itu ditandai dengan kemampuan mereka untuk menggerakkan
orang lain untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak semua orang mempunyai
keinginan untuk itu.
Di samping kesamaan, dua bentuk deelneming ini mempunyai perbedaan,
yaitu: 10
a. Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana dalam bentuk doen plegen
itu haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dapat
dipertanggungjawabkan, sedangkan orang yang telah digerakkan untuk
melakukan suatu tindak pidana haruslah orang yang perbuatannya dapat
dipertanggungjawabkan.
b. Cara-cara yang dapat digunakan oleh doen pleger tidak ditentukan dalam
undang-undang, sedangkan cara-cara yang harus digunakan seorang uilokker
ditentukan macamnya oleh undang-undang secara limitatif.
9 Ibid., h. 635.
10 Ibid.
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Perumusan suatu uitlokken dapat diketahui ketika perbuatan itu memenuhi
dua syarat objektif, yaitu:11
a. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah digerakkan itu harus menjadi
sebuah delik yang selesai atau suatu perbuatan yang dianggap percabaan yang
dapat dihukum.
b. Perbuatan yang dilakukan seseorang disebabkan karena orang itu digerakkan
oleh pelaku sebenarnya dengan menggunakan salah satu cara yang telah
disebutkan dalam Pasal 55 ayat 1 angka 2 KUHP.
Pertama, bahwa perbuatan yang dilakukan harus menjadi sebuah delik yang
selesai. Bagaimana, kalau delik tersebut tidak selesai atau hanya menghasilkan delik
percobaan? Dalam hal ini, Profesor Simons berpendapat bahwa dalam kasus seperti
itu, uitlokker (orang yang menggerakkan) tetap dapat dihukum karena bersalah telah
melakukan suatu uitlokking untuk melakukan suatu percobaan, yakni percobaan
untuk melakukan suatu tindak pidana.  Kemudian bagaimana apabila delik tersebut
selesai tetapi tidak seperti yang diinginkan oleh uitlokker? Misalnya, si A sebagai
uitlokker menginginkan agar si B melakukan penganiayaan terhadap si C dan
ternyata si C meninggal. Apakah uitlokker bersalah melakukan penganiayaan atau
pembunuhan? Dalam hal ini patut dipahami bahwa apabila si B sebagai orang yang
telah digerakkan itu bukannya melakukan suatu penganiayaan melainkan dengan
sengaja membunuh si C, maka si A tidak dapat dipersalahkan melainkan si B yang
harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan si A tetap dianggap sebagai
11Ibid., h. 639.
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uitlokker. Namun, apabila si B tetap melakukan penganiayaan sebagaimana
keinginan si A akan tetapi karena penganiayaan yang berlebihan menyebabkan
matinya si C, maka si A dipersalahkan karena telah menggerakkan orang lain untuk
melakukan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang lain.
Kedua, bahwa uitlokker menggerakkan orang lain dengan cara-cara yang
ditentukan oleh undang-undang, diantaranya:
a. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan. Penggunaan kekerasan atau
ancaman kekerasan itu sifatnya tidak boleh sedemikian rupa sehingga orang
yang telah digerakkan berada dalam keadaan overmacht (terpaksa). Apabila
orang yang digerakkan dalam keadaan terpaksa maka perbuatan orang tersebut
menjadi perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan ini berarti kita
tidak berhadapan dengan uitlokken melainkan dengan doen plegen.
b. Pemberian upah, perjanjian, dan Penghasutan. Semua cara ini merupakan cara
yang ditentukan oleh undang-undang sehingga sebuah tindak pidana yang
dilakukan termasuk dalam bentuk uitlokken.
c. Penyalahgunaan kekuasaan. Kekuasaan disini dapat berarti kekuasaan menurut
jabatan ataupun kekuaasaan seorang majikan terhadap pembantunya.
Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksudkan disini adalah apabila seorang
atasan itu telah memerintahkan seorang bawahannya untuk melakukan sesuatu
tindakan yang pada hakikatnya merupakan suatu tindak pidana, yaitu dalam
hubungan kerja disertai ancaman-ancaman terhadap bawahannya jika menolak
melaksanakan perintahnya. Begitu pula seorang majikan yang memerintahkan
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seorang pembantunya untuk melakukan suatu tindak pidana dalam sebuah
tempat dimana pembantu itu bekerja.
4. Memberikan Bantuan atau medeplichtigheid
Secara harfiah, perkataan medeplichtigheid diartikan sebagai medeschuldig
atau ‘turut bersalah’.12 Konsep yang digambarkan dalam Pasal 56 KUHP seperti
yang disebutkan sebelumnya mengenai perbuatan-perbuatan ‘membantu melakukan
kejahatan dan membantu untuk melakukan kejahatan’. Dalam ilmu hukum pidana,
medeplichtigheid mempunyai beberapa bentuk, yaitu:13
Bentuk pertama, yaitu kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan.
Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan oleh seseorang dengan
maksud membantu pelaku melakukan suatu kejahatan, dapat membuatnya dituntut
dan dihukum karena dengan sengaja telah membantu pelaku pada saat sedang
melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan yang
bersifat materiil, moril dan intelektual.14 Bantuan model pertama ini diberikan secara
langsung dimana seseorang memberikan bantuan pada waktu pelaku sedang beraksi
melakukan suatu kejahatan.Bentuk kedua, yaitu kesengajaan memberikan bantuan
untuk mempermudah orang lain melakukan suatu kejahatan. Bantuan yang diberikan
dalam konsep kedua ini dapat bersifat materiil, misalnya menyerahkan senjata atau
alat-alat kepada pelakunya dan dapat pula bersifat intelektual, misalnya seorang
12 Ibid., h. 646.
13 Ibid., h. 647.
14 Simons dalam P.A.F. Lamintang, ibid.
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pembantu yang memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan
pembunuhan kepada majikannya. Bentuk bantuan kedua ini diberikan secara tidak
langsung dimana ia tidak terlibat pada saat terjadinya kejahatan.
Dari rumusan Pasal 56 KUHP diketahui bahwa pemberian bantuan seperti
yang diuraikan sebelumnya haruslah diberikan dengan sengaja untuk membantu
pelaku melakukan kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut
Profesor Simons15 agar seorang yang ‘memberikan bantuan’ itu dapat dihukum,
makan perbuatannya dalam memberikan bantuan harus memenuhi dua unsur, yaitu
unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif, yaitu perbuatan yang telah
dilakukannya dimaksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya
suatu kejahatan. Dalam artian, apabila perbuatan berupa memberikan alat kepada
pelaku sedang pelaku tidak menggunakannya untuk melakukan kejaahatan, maka ia
tidak dapat dihukum. Sedangkan unsur subjektifnya, yaitu apabila perbuatan yang
telah dilakukan oleh seorang yang ‘memberikan bantuan’ benar-benar sengaja
dilakukan karena telah mengetahui bahwa perbuatannya akan mempermudah  atau
mendukung dilakukannya suatu kejahatan.
Akibat hukum terhadap orang yang memberikan bantuan kepada orang lain
untuk melakukan tindak pidana telah diatur di dalam Pasal 57 KUHP yang
berbunyi:16
15 Simons dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 648.
16 Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 24
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Pasal 57
(1) Dalam hal pembantuan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan,
dikurangi sepertiga.
(2) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup,
dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(3) Pidana tambaan bagi pembantuan sama dengan kejahatannya sendiri.
(4) Dalam menentukan pidana bagi pembantu, yang diperhitungkan hanya
perbuatan yang sengaja dipemudah atau diperlancar olehnya, beserta
akibat-akibatnya.
B. Tinjauan Umum Gabungan Tindak Pidana
1. Pengertian Gabungan Tindak Pidana
Gabungan tindak pidana secara etimologi disebut juga perbarengan tindak
pidana atau perbarengan delik. Di samping itu, kata gabungan tindak pidana
mempunyai istilah bahasa tersendiri dalam hukum pidana, misalnya concursus,
samenloop van strafbare feiten atau combine of punishment. Sedangkan. Secara
terminologi, menurut Andi Hamzah17 perbarengan delik adalah keadaan dimana satu
orang melakukan beberapa perbuatan yang melanggar beberapa aturan pidana atau
satu perbuatan, tetapi melanggar beberapa aturan pidana yang diadili sekaligus atau
beberapa kali, tetapi pidana yang dijatuhkan diperhitungkan. Menurut pembentuk
undang-undang pidana dalam hal ini KUHP, gabungan tindak pidana itu berkaitan
dengan aspek sanksi berupa berat-ringannya hukuman yang divonis oleh seorang
hakim terhadap seorang terdakwa yang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang
terlarang, yang perkaranya telah diserahkan kepadanya untuk diadili secara bersama-
17 Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 63.
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sama.18 Sehingga dapat disimpulkan, bahwa gabungan tindak pidana merupakan
keadaan yang berkenaan dimana seorang tersangka diduga melakukan satu perilaku
yang melanggar beberapa aturan pidana atau lebih dari satu perilaku yang melanggar
beberapa ketentuan pidana yang diadili oleh hakim.
Sebelum menguraikan tentang macam gabungan tindak pidana, kita perlu
memahami makna kata feit yang diartikan sebagai ‘perbuatan’. Selama bertahun-
tahun orang mengira bahwa feit itu hanya dapat dianggap ada, apabila dalam satu
tindakan manusia itu, telah terjadi beberapa tindak pidana. Perkataan feit dalam
rumusan aslinya diartikan suatu perbuatan menurut arti yang sebenarnya oleh tim
penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman.19
Sedangkan menurut doktrin yang dikemukakan oleh Simons20, bahwa kata feit
menurut beliau harus diartikan lebih sempit daripada tindakan dalam arti materiil dan
pada saat yang sama harus juga diartikan lebih luas daripada tindak pidana.
Sedangkan Pompe21 berpendapat bahwa kata feit di dalam rumusan KUHP haruslah
diartikan sebagai suatu perilaku yang nyata yang ditujukan kepada suatu tujuan
tertentu yang juga merupakan objek dari norma-norma. Dengan demikian, maka feit
yang terdapat misalnya dalam rumusan Pasal 63 ayat 1 KUHP haruslah diartikan
sebagai suatu perilaku yang ditujukan kepada hanya satu tujuan, yang juga
18 P.A.F. Lamintang, op. cit., h. 672.
19 Ibid., h. 678.
20 Simons dalam P.A.F. Lamintang, ibid., h. 682.
21 Pompe dalam P.A.F. Lamintang, ibid.
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merupakan objek dari norma-norma. Menurut beliau, kata feit dan handelingen dalam
rumusan Pasal 64-66 KUHP juga diartikan secara sama, baik tindakan-tindakan itu
meliputi hal ‘melakukan sesuatu’ atau ‘mengalpakan sesuatu’. Berdasarkan konsep
kata feit yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, maka seorang hakim harus
menggunakan pengetahuan hukumnya mengenai feit atau tindakan/perilaku/perbuatan
seseorang.
2. Bentuk Gabungan Tindak Pidana
Dalam KUHP, bentuk gabungan  tindak pidana dapat diketahui setelah
melihat rumusan Pasal 63-71. Dalam pasal-pasal tersebut, KUHP membagi
gabungan/perbarengan tindak pidana (concursus) menjadi:
a. Gabungan Tindak Pidana Tunggal (Concursus Idealis)
Gabungan tindak pidana ini tertuang dalam rumusan Pasal 63 KUHP yang
berbunyi:22
Pasal 63
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka
yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu; jika berbeda-
beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling
berat.
(2) Jika suatu perbuatan masuk dalam aturan pidana yang umum, diatur pula
dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang
diterapkan.
Concursus idealis disebut juga gabungan peraturan. Disebut sebagai gabungan
peraturan bukan gabungan perbuatan, karena perbuatan yang dilakukan pelaku hanya
satu perbuatan akan tetapi melanggar beberapa aturan pidana, misalnya memperkosa
22 Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 25.
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di jalan umum.23 Dalam kasus ini, pelaku melakukan perbuatan yaitu memperkosa di
jalan umum akan tetapi melanggar 2 (dua) ketentuan undang-undang, yaitu
memperkosa sesuai Pasal 285 KUHP dan melanggar kesusilaan di muka umum
sesuai isi Pasal 281 KUHP. Sistem pemidanaan yang diberikan kepada pelaku
concursus idealis adalah sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan pidana pokok bagi
pelakunya. Berarti, jika kita menilik contoh kasus sebelumnya, pelaku pemerkosa
dapat dijerat ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara sesuai ketentuan Pasal
285 KUHP dan pidana penjara maksimal 2 tahun 8 bulan menurut Pasal 281 KUHP,
maka ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku jika terbukti bersalah
adalah ancaman hukuman terberat yaitu 12 tahun penjara. Ketentuan lain dalam
konsep concursus idealis adalah jika hakim dihadapkan pada tindak pidana yang
diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis (kasus sebelumnya merupakan
contoh tindak pidana yang sejenis), maka pidana terberat didasarkan pada urutan jenis
pidana menurut Pasal 10 KUHP.
b. Perbuatan Berlanjut (Voorgezette Handeling)
Bentuk kedua dari gabungan tindak pidana ialah perbuatan/tindakan berlanjut
yang ada dalam Pasal 64 KUHP yang berbunyi:24
Pasal 64
(1) Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan
kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga
harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan
23Andi Hamzah, op. cit., h. 64.
24 Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 26.
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satu aturan pidana;jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat
ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan
bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan
menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.
(3) Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut
dalam pasal-pasal 364, 373, 379,dan 407 ayat 1, sebagai perbuatan
berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari
tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana
tersebut dalam pasal 362, 373, 378, dan 407 ayat 1.
Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan
(kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian
rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Walaupun tiap-tiap
perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, maka
diberlakukanlah hanya satu ketentuan pidana saja. Apabila terdapat perbedaan, maka
yang diberlakukan adalah ketentuan pidana yang mempunyai ancaman hukum pokok
yang terberat. Ini berarti bahwa tiap-tiap perbuatan itu harus dituduhkan sendiri-
sendiri dan harus dibuktikan pula secara sendiri-sendiri. Hal ini dikarenakan karena
bisa jadi, masing-masing perbuatan mempunyai locus delicti dan tempus delicti
tempus delicti yang berbeda-beda.
Mengenai ketentuan tentang beberapa perlikau yang harus dianggap sebagai
suatu tindakan yang berlanjut, KUHP tidak memberikan penjelasannya, yaitu tentang
kriteria tentang perilaku yang berlanjut. Di dalam memori penjelasan mengenai
pembentukan Pasal 64 KUHP itu, pembentuk undang-undang hanya mensyaratkan
bahwa orang dapat dikatakan melakukan perbuatan berlanjut apabila berbagai
perbuatan itu haruslah merupakan pelaksanaan satu keputusan yang terlarang; dan
34
Suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana
yang sejenis.
Dari penjelasan-penjelasan yang terdapat di dalam memori penjelasan
mengenai apa yang disebut voortgesette handeling, dapat disimpulkan bahwa suatu
perbuatan berlanjut dapat diketahuit apabila memenuhi kriteria, yaitu:25
1) Tindakan/perbuatan/perilaku seorang tersangka itu merupakan pelaksanaan
satu keputusan yang terlarang;
2) Tindakan/perbuatan/perilaku seorang tersangka telah menyebabkan terjadinya
beberapa tindak pidana yang sejenis; dan
3) Pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lainnya
mempunyai rentang waktu yang tidak lama.
c. Gabungan Tindak Pidana Jamak (Concursus Realis)
Concursus Realis merupakan bentuk gabungan/perbarengan tindak pidana
yang diatur dalam Pasal 56-71 KUHP. Dalam rumusan pasal-pasal tersebut,
gabungan tindak pidana yang termasuk dalam concursus realis terjadi apabila
seseorang melakukan beberapa perbuatan, dan masing-masing perbuatan itu berdiri
sendiri  sebagai suatu tindak pidana, baik berupa tindak pidana sejenis maupun tidak
sejenis dan tidak perlu saling berhubungan.
25 P.A.F. Lamintang, op.cit., h. 708.
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Sistem pemidanaan bagi pelaku concursus realis ada beberapa macam,
yaitu:26
1) Apabila kejahatan-kejahatan itu diancam dengan pidana pokok yang sejenis,
maka hanya akan dikenakan satu hukuman dengan ketentuan bahwa jumlah
maksimum pidana tidak melebihi dari maksimum terberat ditambah sepertiga.
Sistem ini disebut sistem aborsi yang dipertajam. Misalnya, Ahmad
melakukan 3 (tiga) macam kejahatan yang diancam hukuman maksimal 4
tahun, 5 tahun, dan 9 tahun penjara, maka yang berlaku adalah 9 tahun + (1/3
X 9) tahun = 12 tahun penjara.
2) Apabila kejahatan-kejahatan yang dilakukan diancam dengan pidana pokok
yang tidak sejenis, maka semua jenis ancaman untuk masing-masing
kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak melebihi dari maksimum pidana
terberat ditambah sepertiga. Sistem pemidanaan ini disebut sistem kumulasi
diperlunak. Sebagai contoh, Amri melakukan 2 (dua) buah kejahatan yang
masing-masing diancam dengan pidana pokok berupa pidana kurungan 9
bulan dan 2 tahun penjara, maka maksimum pidana yang dijatuhkan adalah 2
tahun + (1/3 X 2) tahun = 2 tahun 8 bulan. Karena semua jenis pidana harus
dijatuhkan, maka putusan yang dapat dijatuhkan hakim jika terbukti adalah 2
tahun 8 bulan.
26 Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana  2 (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2009), h.
142-143.
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3) Apabila concursus realis berupa pelanggaran, maka sistem yang digunakan
adalah sistem kumulasi yaitu jumlah semua pidana yang diancamkan, tetapi
maksimum pidana yang dijatuhkan tidak lebih dari 1 tahun 4 bulan kurungan.
4) Apabila kejahatan yang dilakukan berupa kejahatan-kejahatan ringan, yaitu
Pasal 302 ayat1 yaitu penganiayaan terhadap hewan, Pasal 385
(penganiayaan), Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan
ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), dan Pasal 482 (penadahan ringan), maka
berlaku sistem kumulasi dengan pembatasan maksimum pidana penjara 8
bulan.
5) Apabila concursus realis yang dilakukan baik kejahatan maupun pelanggaran,
diadili pada saat yang berlainan, maka berlaku Pasal 71 KUHP yang berbunyi
:
Jika seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi,
karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum putusan pidana
itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan
dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan daam bab ini mengenai
perkara-perkara diadili pada saat yang sama.
Misalnya, Amar telah melakukan concursus realis dengan jenis pidana pokok
yang sama dan telah divonis penjara selama  6 tahun.  Sebulan kemudian
Amar kembali melakukan penggelapan yang diancam pidana 4 tahun penjara,
maka putusan yang kedua kalinya ini untuk penggelapan maksimum hanya
dapat dijatuhi penjara 6 tahun 8 bulan (putusan sekaligus) dikurangi 6 tahun
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(putusan I), yaitu 8 bulan penjara. Dengan demikian Pasal 71 KUHP itu dapat
dirumuskan sebagai berikut: Putusan II = (putusan sekaligus) – (putusan I).
C. Tinjauan Umum Pembuktian Pidana
1. Pengertian Pembuktian
Pengertian pembuktian sangat beragam, setiap ahli hukum memiliki definisi
masing-masing mengenai pembuktian. Banyak ahli hukum yang mendefinisikan
pembuktian ini melalui makna kata “membuktikan”. Membuktikan menurut Sudikno
Mertokusumo27, disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup
kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian
tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan Martiman Prodjohamidjojo28
mengemukakan “membuktikan” mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan
kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran
peristiwa tersebut. Lain halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh
Subekti29 yang menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang
kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.
Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, membuktikan dapat dinyatakan
sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya dan
didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan para pihak, sehingga pada akhirnya
27Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, 1998), h.
135.
28Alfitra, Hukum Acara Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di
Indonesia (Depok: Raih Asa Sukses, 2011), h. 23.
29Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001), h. 1.
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hakim akan mengambil kesimpulan siapa yang benar dan siapa yang salah dan itu
yang kemudian dituangkan ke dalam putusannya.
Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk
menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap
kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu
peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga
harus mempertanggungjawabkannya.30 Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang
berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang
membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga
merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang
dan boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.31
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses
pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa.
Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang
“tidak cukup”, maka terdakwa harus dibebaskan. Sebaliknya, kalau kesalahan
terdakwa dapat dibuktikan terdakwa dinyatakan bersalah.32 Oleh karena itu, hakim
harus hati-hati, cermat, dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai
pembuktian. Dalam hal inipun hak asasi manusia dipertaruhkan, bagaimana akibatnya
jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang
30Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana dalam Praktik (Jakarta: Djambatan, 1998). h. 13.
31M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan
Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Edisi II (Jakarta: Sinar Grafika, 2006),
h. 273.
32Alfitra, op. cit., h. 21.
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didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak
benar, untuk inilah maka hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran
materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran
formal. Mencari kebenaran materiil tidaklah mudah. Alat-alat bukti yang tersedia
menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi
kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat
pelupa. Bahkan menurut psikologi, penyaksian suatu peristiwa yang baru saja terjadi
oleh beberapa orang akan berbeda-beda.
Pembuktian menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun
tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materiil
dan bukanlah untuk mencari kesalahan orang lain.33 Pembuktian ini dilakukan demi
kepentingan hakim yang harus memutuskan perkara. Dalam hal ini yang harus
dibuktikan ialah kejadian konkret, dengan adanya pembuktian itu, maka hakim
meskipun ia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian sesungguhnya,
dapat menggambarkan dalam pikirannya apa yang sebenarnya terjadi, sehingga
memperoleh keyakinan tentang hal tersebut.
Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang
mengatur tentang pembuktian, yakni macam-macam alat bukti yang sah menurut
hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara
mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan
33Ibid.
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menilai suatu pembuktian.34 KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai
pengertian pembuktian. Akan tetapi hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal
183 disebutkan :35
hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan
bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya.
Dalam hukum acara pidana, sumber hukum pembuktian adalah sebagai
berikut:36
a. Undang-Undang. Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari
hukum acara pidana, maka yang menjadi rujukan utama ialah Undang-
undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau KUHAP,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan
Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia No. 3209;
b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum; dan
c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.
2. Teori Pembuktian
Sistem Eropa Kontinental yang dianut oleh Indonesia menggunakan
keyakinan hakim untuk menilai alat bukti dengan keyakinannya sendiri. Hakim dalam
34Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana (Bandung:
Mandar Maju, 2003), h. 10.
35 Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 271.
36Alfitra, loc. cit.
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pembuktian ini harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa.
Kepentingan masyarakat berarti orang yang telah melakukan tindak pidana harus
mendapatkan sanksi demi tercapainya keamanan, kesejahteraan, dan stabilitas dalam
masyarakat. Sedangkan kepentingan terdakwa berarti bahwa ia harus diperlakukan
dengan adil sesuai dengan asas Presumption of Innocence. Sehingga hukuman yang
diterima oleh terdakwa seimbang dengan kesalahannya.
Untuk tercapainya hal ini, maka dibutuhkan Hukum Pembuktian. Hukum
Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur bagaimana proses
pembuktian itu dilakukan. Pembuktian menurut ilmu pengetahuan dapat dibagi
menjadi empat sistem, yaitu:
a. Teori Pembuktian Positif (Positief Wettelijk Bewijstheorie)
Pembuktian yang selalu didasarkan kepada alat-alat pembuktian disebut
sistem teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif.37 Sistem ini
menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tiadanya
alat-alat bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai membuktikan
kesalahan terdakwa.
Dalam teori ini undang-undang menentukan alat bukti yang dipakai oleh
hakim cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya, asal alat-alat bukti itu telah
dipakai secara sah  menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka hakim
harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang
37Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),
h. 251.
42
diperiksanya walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap
terbukti itu tidak benar. Dan hakim tetap menyatakan terdakwa tidak terbukti,
walaupun mungkin hakim berkeyakinan bahwa terdakwa itu  melakukan tindak
pidana. Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan
alat-alat bukti itu sebagaimana ditetapkan undang-undang bahwa putusan itu harus
berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Dengan kata lain,
bahwa dalam teori positif wetteljik sangat mengabaikan dan sama sekali tidak
mempertimbangkan keyakinan hakim.
Teori pembuktian menurut undang-undang positif, memberikan sebuah
gambaran tentang bagaimana membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang dalam
perbuatan yang dilakukannya berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu :38
Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan
pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu
terjadi.
Kebaikan sistem pembuktian ini, yakni hakim akan berusaha membuktikan
kesalahan terdakwa tanpa dipengaruhi oleh nuraninya sehingga benar-benar obyektif.
Sebaliknya, kelemahannya terletak bahwa dalam sistem ini tidak memberikan
kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan
dengan prinsip hukum acara pidana. Sistem pembuktian positif atau positif wetteljik
yang dicari adalah kebenaran formal, oleh karena itu sistem pembuktian ini
38 Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 3.
43
digunakan dalam hukum acara perdata dan tidak digunakan dalam hukum acara
pidana.
Positief wettelijk bewijstheorie di benua Eropa dipakai pada waktu berlakunya
hukum acara pidana yang bersifat inquisitor. Peraturan itu menurut Simons39
menganggap terdakwa sebagai objek pemeriksaan belaka dan hakim hanya
merupakan alat perlengkapan saja. Sedangkan menurut Andi Hamzah40, bahwa sistem
atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif untuk menghindari
pertimbangan subjektif hakim. Teori pembuktian ini ditolak oleh Yahya Harahap
karena dalam sistem pembuktian ini keyakinan hakim tidak ikut ambil bagian dalam
membuktikan kesalahan terdakwa.41 Sedangkan Wirjono Prodjodakoro memberikan
alasan mengapa teori ini ditolak untuk dianut di Indonesia, karena sistem ini
bertentangan dengan prinsip, bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus
berdasar atas kebenaran sementara teori ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan
pembuktian yang disebut oleh undang-undang.42
b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction in Time)
Secara umum, teori ini berlawanan dengan teori pembuktian menurut undang-
undang secara positif. Disadari bahwa alat bukti berupa pengakuan terdakwa
sendiripun tidak selalu membuktikan kebenaran. Pengakuan kadang-kadang tidak
menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan.
39Darwan Prinst, op. cit., h. 65.
40Andi Hamzah, loc. cit.
41M. Yahya Harahap, op. cit., h. 301.
42Andi Hamzah, loc. cit.
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Pemidanaan dalam teori ini tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-
undang, karena aliran ini didasarkan semata-mata atas keyakinan hakim belaka dan
tidak terikat kepada aturan-aturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala
sesuatu kepada kebijaksanaan sehingga ada anggapan hakim  bersifat subjektif.43
Sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa atau dipidana
tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung pada keyakinan hakim. Keyakinan hakim
tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti
sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana,
sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi kalau hakim sudah yakin, maka
terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutuskan perkara hakim
menjadi subyektif sekali. Jadi, keyakinan hakimlah yang menentukan wujud
kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.
Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-
alat bukti dalam undang-undang. Kelemahan pada sistem ini terletak pada terlalu
banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, sehingga memungkinkan hakim
bertindak dengan sewenang-wenang dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa
apakah putusan bebas ataupun putusan bersalah yang sifatnya aneh.44 Di samping itu,





c. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis
(Conviction in Raisone)
Teori ini muncul sebagai jalan tengah dengan pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim yang disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima
oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti sah
karena memang tidak diisyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh
undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti di luar ketentuan
undang-undang. Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian convition in raisone
harus dilandasi oleh alasan-alasan yang reasonable yakni berdasarkan alasan-alasan
yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan
yang tanpa batas.45
Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan
keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai
dengan suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian
tertentu. Teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas
untuk menyebut alasan-alasannya dalam menjatuhkan putusan.46
d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (negative
wettelijk theorie).
Teori pembuktian menurut undang-undang negatif disebut dengan negative




sedangkan negative maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara
terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh
menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan
terdakwa.47 Teori pembuktian undang-undang secara negatif merupakan teori atau
sistem pembuktian dimana hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya
mempertimbangkan alat-alat bukti yang cukup berdasarkan undang-undang tetapi
juga harus mempunyai keyakinan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana dan dituntut untuk mempertanggungjawabkan
perbuatannya tersebut.
Dalam sistem ini terdapat dua komponen yang saling mendukung satu sama
lain yakni alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim.48
KUHAP menganut sistem ini, hal ini dapat terihat dari isi Pasal 183 KUHAP yaitu:49
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Dari kalimat tersebut nyata bahwa pembuktian harus didasarkan kepada
undang-undang (KUHAP), yaitu alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184
KUHAP, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti
tersebut.
47M. Yahya Harahap, op. cit., h. 319
48 Andi Hamzah, op. cit., h. 256.
49Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 271.
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3. Prinsip Pembuktian
Dalam pembuktian pidana terdapat beberapa prinsip yaitu:50
a. Hal-hal yang dimuat di dalam KUHAP
Prinsip ini terdapat pada Pasal 184 ayat (2) KUHAP yang berbunyi:
"Hal-hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”
Secara garis besar hal-hal secara umum (notoke feiten) tersebut dibagi menjadi
dua golongan, yaitu:
1) Sesuatu atau peristiwa yang diketahui umum bahwa sesuatu atau peristiwa
tersebut memang sudah demikian halnya atau semestinya demikian. Yang
dimaksud sesuatu misalnya, harga emas lebih mahal dari perak. yang
dimaksud dengan peristiwa misalnya, pada tanggal 17 Agustus 1945 diadakan
peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
2) Sesuatu kenyataan atau pengalaman yang selamanya dan selalu
mengakibatkan demikian atau selalu merupakan kesimpulan demikian.
Misalnya, arak adalah termasuk minuman keras yang dalam takaran tertentu
bisa menyebabkan seseorang mabuk.
b. Kewajiban Seorang Saksi
Dalam hukum acara pidana kewajiban seseorang menjadi saksi diatur pada
penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan:51
50Hari Sasangka dan Lily Rosita, op. cit., h. 20.
51Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 340.
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Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi
saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan
keterangan tetapi dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku, demikian pula dengan
ahli.
Berdasarkan bunyi pasal tersebut, KUHAP memberikan uraian bahwa
seseorang yang dipanggil oleh pihak pengadilan sebagai seorang saksi (biasa atau
ahli) wajib hukumnya untuk datang dan menghadiri persidangan sesuai tanggal
pemanggilan yang telah ditetapkan. Hal ini dipertegas dengan pemberian sanksi
pidana bagi pihak yang dipanggil menjadi saksi terhadap suatu perkara kemudian
tidak datang ke depan sidang pengadilan. Pemanggilan saksi bertujuan untuk
memperoleh informasi yang dibutuhkan hakim agar perkara yang sedang
ditanganinya menjadi terang dan sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.
c. Satu Saksi Bukan Saksi (unus testis nullus testis52)
Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP yang menegaskan
bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Namun, Pasal
185 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila
disertai satu alat bukti lain yang sah. Dalam artian, keterangan seorang saksi cukup
untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai satu alat bukti yang
lain, misalnya satu keterangan saksi ditambah keterangan terdakwa atau alat bukti
52Satu saksi bukanlah saksi. Keterangan satu saksi, tidaklah cukup untuk membuktikan
ksalahan terdakwa atas seluruh dakwaaan, kecuali diperkuat alat bukti lain. Lihat Andi Hamzah,
op.cit., h. 136.
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surat. Lagipula dalam acara pemeriksaan cepat, keyakinan hakim cukup didukung
satu alat bukti yang sah untuk menyatakan terdakwa bersalah.
Mengenai ketentuan ini, A. Karim Nasution53 mengemukakan bahwa aturan
mengenai saksi dibuat karena keterangan seorang saksi saja kemungkinan untuk
melakukan pengecekan timbal balik antara alat-alat bukti tidak dapat dilakukan.
Olehnya itu diperlukan sekurang-kurangnya dua kesaksian untuk menemukan titik
pertemuan antara satu sama lain.
d. Pengakuan Terdakwa Tidak Menghapus Kewajiban Penuntut Umum
Membuktikan Kesalahan Terdakwa.
Prinsip ini merupakan penjelasan dari lawan prinsip “"pembuktian terbalik"
yang tidak dikenal oleh hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia. Menurut
Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi:
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah
melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai
dengan alat bukti lain.54
e. Keterangan Terdakwa Hanya Mengikat Dirinya Sendiri
Prinsip ini diatur dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa:
“Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri".55
Ini berarti apa yang diterangkan terdakwa di sidang pengadilan hanya boleh
diterima dan diakui sebagai alat bukti yang berlaku dan mengikat bagi diri terdakwa
53Alfitra, op. cit., h. 60.
54Redaksi Sinar Grafika, op. cit., h. 274.
55Ibid
50
sendiri. Menurut ketentuan ini, apa yang diterangkan oleh seseorang di depan sidang
dengan kedudukannya sebagai seorang terdakwa tidak mengikat pihak lain yang
kedudukannya sama dengan dirinya di depan majelis hakim. Sebagai contoh.
keterangan terdakwa A tidak dapat dipergunakan terhadap terdakwa B, demikian
sebaliknya. Atau dengan kata lain, dalam suatu perkara terdakwa terdiri dari beberapa
orang, masing-masing keterangan setiap terdakwa hanya merupakan alat bukti yang
mengikat kepada dirinya sendiri.
4. Beban Pembuktian
Beban pembuktian adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada suatu
pihak untuk memberikan suatu fakta di depan sidang pengadilan untuk membuktikan
kebenaran atas suatu pernyataan atau tuduhan. Macam-macam beban pembuktian:
a. Beban Pembuktian Biasa
Yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau
tuduhan adalah Jaksa Penuntut Umum, hal ini ditegaskan dalam Pasal 66 KUHAP
yang meyebutkan “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.56
b. Beban Pembuktian Terbalik Terbatas dan Berimbang
Terdakwa juga dibebani kewajiban untuk membuktikan, tetapi peranan
penuntut umum tetap aktif dalam membuktikan dakwaannya. Pada beban pembuktian
ini jika terdakwa mempunyai alibi dan ia tidak dapat membuktikan kebenaran




c. Beban Pembuktian Terbalik
Dalam beban pembuktian ini yang mempunyai beban pembuktian adalah
terdakwa, sedangkan penuntut umum akan bersikap pasif, bila terdakwa gagal
melakukan pembuktian maka dia akan dinyatakan kalah, sistem ini merupakan
penyimpangan dari asas pembuktian itu sendiri.
5. Alat-Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktiannya
Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu
perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan
pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak
pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.57 Pengajuan alat bukti yang sah menurut
undang-undang di dalam persidangan dilakukan oleh penuntut umum untuk
membuktikan dakwaannya, dan terdakwa atau penasehat hukumnya jika ada alat
bukti yang bersifat meringankan atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan.
Dalam hukum acara pidana, alat bukti yang sah terdiri dari :
a. Keterangan Saksi
Keterangan saksi dalam hukum acara pidana diatur dalam Pasal 185 KUHAP.
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang sah ketika apa yang diterangkan oleh
saksi tersebut diucapkan ketika berada di persidangan atau dengan kata lain bahwa
keterangan saksi adalah apa yang saksi nyatakan di pengadilan. Yang tidak dianggap
sebagai keterangan adalah apa yang saksi nyatakan di pengadian berupa rekaan atau
hasil pemikiran saja.
57Alfitra, op.  cit., h. 23.
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Keterangan saksi dapat dinilai kebenarannya dan digunakan sebagai
pertimbangan oleh hakim apabila memenuhi rumusan Pasal 185 KUHAP ayat (6).
Rumusan tersebut meliputi:
1) Persesuaian antara  keterangan saksi yang satu dengan yang lain;
2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain;
3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan
tertentu di pengadilan;
4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya
dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.58
b. Keterangan Ahli
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara
pidana guna kepentingan pemeriksaan.59 Keterangan ahli dapat disampaiakan secara
lisan dan langsung dicatat dalam berita acara oleh panitera, dengan diucapkan di atas
sumpah atau janji dan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-
undang. Dengan demikian, suatu keterangan ahli baru mempunyai nilai pembuktian,
bila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah terlebih dahulu sebelum
memberikan keterangan. Apabila keterangan ahli diberikan pada waktu pemeriksaan




dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu ia menerima jabatan atau pekerjaan,
keterangan ahli tersebut sebagai alat bukti surat.
Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas karena tidak mengikat
seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya.
Keterangan ahli dapat berguna sebagai alat bantu hakim untuk menemukan kebenaran
dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak.
c. Surat
Ketentuan mengenai alat bukti surat dapat ditemukan dalam Pasal 187
KUHAP. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa 4 jenis surat yang dibuat atas
sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah yakni:60
1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat
umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat
keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang
keterangannya itu;
2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau
surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata
laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi
pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan
keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta
secara resmi dari padanya;
4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari
alat pembuktian yang lain.
Alat bukti surat dalam hukum acara pidana tidak mengikat bagi hakim karena
hakim selalu menyesuaikan alat bukti yang satu dengan yang lain untuk
meyakinkannya atas kesalahan terdakwa. Akan tetapi, untuk mengesampingkan surat
60Redaksi Sinar Grafika, op.cit., h. 273.
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sebagai alat bukti tidak boleh seenaknya dilakukan oleh hakim melainkan dengan
alasan-alasan yang tepat.
d. Petunjuk
Alat bukti keempat dalam KUHAP adalah petunjuk. Petunjuk adalah
perbuatan, kejadian, atau keadaan yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang
lain dan dengan tindak pidana yang sedang diproses sehingga dengannya
menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti
petunjuk sangat diperlukan dalam pembuktian suatu perkara terutama dalam kasus-
kasus yang termasuk dalam white collar crime. Alat bukti petunjuk tidak mungkin
berdiri sendiri, tetapi bergantung pada alat-alat bukti lain yang telah dipergunakan
atau diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum. Alat-alat bukti yang
dapat dipergunakan untuk membangun alat bukti petunjuk ialah keterangan saksi,
surat-surat dan keterangan tersangka (Pasal 188 ayat 2 KUHAP). Alat bukti petunjuk
dalam pidana formil peencucian uang tidak saja dibangun melalui 3 (tiga) alat bukti
seperti yang diatur dalam pasal 188 ayat (2) KUHAP, melainkan dapat diperluas juga
di luar tiga alat bukti yang sah tersebut sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 73
Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yaitu:
1) Berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan




Alat bukti keterangan terdakwa diatur secara tegas oleh Pasal 189 KUHAP,
sebagai berikut:61
(1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang
tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia
alami sendiri;
(2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan
untuk membantu menemukan bukti di sidang asalkan keterangan itu
didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang
didakwakan kepadanya;
(3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
(4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia
bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan
harus disertai dengan alat bukti yang lain.
Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP mencantumkan keterangan terdakwa
sebagai alat bukti yang kelima atau terakhir setelah alat bukti petunjuk. Hal ini
berbeda dengan HIR yang menempatkan keterangan terdakwa pada urutan ketiga di
atas petunjuk, hanya saja dalam HIR "keterangan terdakwa" seperti dimuat pada
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, menurut Pasal 295 butir 3 HIR disebut "pengakuan
tertuduh".
Secara umum dapat dikatakan bahwa undang-undang tidak dapat menilai
keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang memiliki nilai pembuktian yang
sempurna, mengikat, dan menentukan. Namun demikian, keterangan terdakwa tetap
memiliki pengaruh terhadap proses persidangan. Adapun nilai kekuatan pembuktian
alat bukti keterangan terdakwa dapat dirumuskan sebagai berikut:
61 Ibid., h. 274
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1) Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas. Artinya hakim tidak terikat
pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa, dan
hakim bebas untuk menilai kebenaran yang terkandung di dalam keterangan
terdakwa.
2) Harus memenuhi batas minimum pembuktian. Artinya keterangan terdakwa
tidak berdiri sendiri karena batas minimum pembuktian yang diatur dalam
Pasal 183 KUHAP, yang menegaskan, bahwa tidak seorang terdakwa pun
dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah
dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
3) Harus memenuhi asas keyakinan hakim. Artinya di samping dipenuhi batas
minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah, maka dalam pembuktian
yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan
kepadanya.62
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencucian Uang
1. Pengertian Pencucian Uang
Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering,
money artinya uang dan laundering artinya pencucian. Sehingga secara harfiah,
money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan.
Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki defenisi yang universal
karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing
62M Yahya Harahap, op. cit., h. 332-333.
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mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.
Namun, bagi para ahli hukum Indonesia istilah money laundering disepakati dengan
istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang
bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta
kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi
harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.63 Menurut Welling
dalam buku Adrian Sutedi mendefenisikan money laundering adalah:
“The process by which one counceals the existence, illegal source, or illegal
application of income, and than disguiss that income to make it appear
legitimate.”64
Selanjutnya money laundering dapat didefenisikan sebagai:
“Money Laundering is quite simple the process through with “dirty”, money
proceed of crime, is washed through ‘clean’ or legitimate sources and
interprises so that ‘bad guys’ may more safe enjoy their ill gotten gains.”65
Pengertian pencucian uang juga termuat dalam The United Nation Convention
Against Illict Trafic in Narcotics, Drugs, and Psycotropic Substances of 1988 (
Konvensi PBB ) disahkan pada tanggal 19 Desember 1988 di Wina, yang kemudian
diratifikasi di Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 pada tanggal
31 Desember 1997. Secara lengkap pengertian money laundering tersebut adalah :
63Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008), h.
12.
64Ibid., h. 13.
65David Fraser, dalam Adrian Sutedi, ibid.
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“The convertion of transfer of property, knowing that such property is derived
from any serious (indictable) offence of offences, or from act of participation
in such offence of offences, for the purpose of concealing or disguising the
illict of the property or of assisting any person who is involved in the
commission of such an offence of offences to evade the legal consequences of
his action; or the concealment of disguise of the true nature, source, location,
disposition, movement, rights with repect to or ownership of property,
knowing that such property is derived from a serious (indictable) offence of
offences of from an act participation in such offence of offences.”66
Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa:67
Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak
pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
Dalam undang-undang tersebut yang dimaksud dengan pencucian uang ialah
perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah
bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas
harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak
pidana68.
66Ibid., h. 15.
67Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta, 2010.
68Hasil Tindak Pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: Korupsi,
Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, Di bidang
perbankan, Di bidang pasar modal, Di bidang perasuransian, Kepabeanan, Cukai, Perdagangan orang,
Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan
uang, Pejudian, Prostitusi, Di bidang perpajakan, Di bidang kehutanan, Di bidang lngkungan hidup, Di
bidang kelautan dan perikanan serta Tindak pidana lain yang diancam pidana penjara 4 (empat) tahun
atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana
59
Sedangkan Sutan Remi Syahdeni69 menyebutkan bahwa money laundering
adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi
kejahatan terhadap uang yang berasal dari tindak kejahatan, dengan maksud
menyembunyikan asal usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang
berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama
memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan, sehingga uang haram tersebut
apabila akhirnya dikeluarkan dari sistem keuangan telah menjadi uang sah. Dari
berbagai pengertian tentang pencucian uang yang telah dikemukakan tersebut, dapat
disimpulkan bahwa pencucian uang adalah proses atau usaha seseorang atau
organisasi kejahatan untuk mengubah status “uang haram” atau uang hasil kejahatan
yang mereka miliki menjadi seolah-olah berasal dari sumber yang halal dan sah
menurut hukum.
2. Pengaturan Hukum Pencucian Uang
Pada Tanggal 17 April 2002, merupakan hari yang bersejarah dalam dunia
hukum Indonesia, karena pada saat itu disahkannya Undang-undang Nomor 15 tahun
2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang setahun kemudian tepatnya pada
tanggal 13 Oktober 2003 diubah dengan adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2003 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 tahun 2002 Tentang Tindak
menurut hukum Indonesia. Lihat Pasal 2 ayat (1) UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
69Nurmalawaty, Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (Money
Laundering) dan Upaya Pencegahannya, Jurnal Equality, Vol.11 No.1 Februari 2006 (Medan: USU,
2006), h. 2.
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Pidana Pencucian Uang.70 Undang-undang tersebut merupakan desakan internasional
terhadap Indonesia antara lain dari Financial Action Task Force (FATF), badan
internasional di luar PBB . Anggotanya terdiri dari negara donor dan fungsinya
sebagai satuan tugas dalam pemberantasan pencucian uang. Sebelumnya pada 2001
Indonesia bersama 17 negara lainnya diancam sanksi internasional. Pada 23 Oktober
2003, FATF, di Stockholm, Swedia, menyatakan Indonesia sebagai negara yang tidak
kooperatif dalam pemberantasan pencucian uang. Negara Cook Islands, Mesir,
Guatemala, Myanmar, Nauru, Nigeria, Filipina dan Ukraina masuk kategori sama.
Beberapa tahun sebelumnya, tepatnya pada tahun 1997 Indonesia telah
meratifikasi United Nation Convention Against Illucit Traffic in Narcotic Drugs and
Psychotropic Substances 1998 (Konvensi 1998). Konsekuensi ratifikasi tersebut,
Indonesia harus segera membuat aturan untuk pelaksanaanya. Kenyataannya
meskipun sudah ada UU No 15 Tahun 2002, namun penerapannya kurang, sehingga
akhirnya masuk daftar hitam negara yang tidak kooperatif. Bahkan Indonesia
dicurigai sebagai surga bagi pencucian uang. Antara lain karena menganut sistem
devisa bebas, rahasia bank yang ketat, korupsi yang merajalela, maraknya kejahatan
narkotik, dan tambahan lagi pada saat itu perekonomian Indonesia dalam keadaan
yang tidak baik, sehingga ada kecenderungan akan menerima dana dari mana pun
untuk keperluan pemulihan ekonomi.71
70Ibid.
71Adrian Sutedi, op. cit., h. 10.
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Keberadaan Indonesia berada pada daftar Non Cooperative Countries and
Territories ( NCCT’s) sesuai dengan rekomendasi dari Financial Actions Task Force
on Money Laundering. Bahwa setiap transaksi dengan perorangan maupun badan
hukum yang berasal dari negara NCCT’s harus dilakukan dengan penelitian seksama.
Berbagai upaya selama beberapa tahun, antara Iain dengan mengesahkan UU No. 25
Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana
Pencucian Uang, mendirikan PPATK, mengeluarkan ketentuan pelaksanaan dan
mengadakan kerja sama internasional, akhirnya membuahkan hasil. Februari 2006
Indonesia dikeluarkan dari daftar NCCT’s setelah dilakukan formal monitoring
selama satu tahun.72
Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden
menyepakati Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat UU PP-TPPU. Adanya
undang-undang ini, bertujuan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan
diberantas. Salah satu caranya dengan konsep kriminalisasi setiap perbuatan yang
terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu:73 pertama adalah placement . Pada tahap ini pemilik
uang yang berupa hasil kejahatan tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke
dalam sistem keuangan (financial system). Karena uang itu sudah masuk ke dalam
sistem perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara
yang bersangkutan. Selanjutnya uang itu dapat dipindahkan ke bank lain baik itu di
72M. Arief Amrullah, Tindak Pidana Money Laundering (Malang: Banyumedia Publishing,
2010), h. 12.
73Adrian Sutedi, op.  cit., h. 18-22.
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negara yang bersangkutan maupun dipindahkan ke bank yang berada di negara lain.
Dengan demikian, perpindahan uang haram tersebut tidak hanya terjadi di sebuah
negara, melainkan terjadi dengan perpindahan uang dari negara yang satu ke negara
yang lain. Jadi, placement adalah upaya untuk menyimpan uang  atau harta kekayaan
dari sebuah kegiatan yang merupakan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
Tujuan pelaku pencucian uang untuk melakukan placement adalah untuk
menghindarkan jejak uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana dari sumber di
mana uang itu diperoleh agar tidak diketahui oleh penegak hukum. Sisi yang paling
penting dari tahap placement itu sendiri adalah smurfing. Melalui smurfing ini, maka
keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari. Sehingga dapat disimpukan
dalam tahap penempatan ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu
yang dianggap aman.
Kedua, layering. Proses ini disebut juga proses pemutihan. Hal ini
dikarenakan pada tahap ini pelaku pencucian uang memisahkan hasil tindak pidana
dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan
atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan
dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat
lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan
dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Ketiga adalah Integration atau
menggunakan harta kekayaan. Yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang
berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan
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melalui penempatan atau transfer sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal
(clean money), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali
kegiatan kejahatan.
Disamping aspek kriminalisasi pencucian uang, dalam undang-undang
tersebut terdapat perubahan-perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan 2
(dua) aturan yang telah ada sebelumnya. Hal itu tergambar pada muatan-muatan pasal
yang berupa:
a. Redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak pidana Pencucian
Uang;
b. Penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang;
c. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan sanksi administratif;
d. Pengukuhan penerapan prinsip mengenali Pengguna Jasa;
e. Perluasan Pihak Pelapor;
f. Penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia barang dan/atau jasa
lainnya;
g. Penataan mengenai Pengawasan Kepatuhan;
h. Pemberian kewenangan kepada Pihak Pelapor untuk menunda Transaksi;
i. Perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap
pembawaan uang tunai dan instrumen pembayaran lain ke dalam atau ke
luar daerah pabean;
j. Pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana asal untuk
menyidik dugaan tindak pidana Pencucian Uang;
k. Perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis atau pemeriksaan
PPATK;
l. Penataan kembali kelembagaan PPATK;
m. Penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan untuk
menghentikan sementara transaksi;
n. Penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak pidana pencucian uang;
dan
o. Pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang berasal dari tindak
pidana.74
74Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
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Beberapa item perubahan yang dimasukkan dalam undang-undang yang baru
ini sedikit banyaknya telah memberikan gambaran bahwa pemerintah telah berupaya
untuk memberantas tindak pidana yang dianggap membahayakan stabilitas keamanan
nasional dan perekonomian negara.
3. Unsur-Unsur Pencucian Uang
Salah satu item perubahan yang termuat dalam UU PP-TPPU adalah
“redefenisi pencucian uang”. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian
uang yang meliputi:75
a. Pelaku.
Dalam UU No.8 Tahun 2010 digunakan kata ”setiap orang” dimana dalam
Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan atau
korporasi”. Sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 angka 10 yang
menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang
terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Dalam
undang-undang ini, pelaku pencucian uang uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu
orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif
yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang
memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai
ketentuan yang berlaku.
75M. Arief Amrullah, op. cit., h. 25-27.
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b. Transaksi Keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan
yang sah.
Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana
tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak
pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai
unsur-unsur yang mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU No. 8 Tahun
2010  mendefinisikan Transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak
dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak
atau lebih. Sementara transaksi keuangan ialah Transaksi untuk melakukan atau
menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang
atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.. Transaksi
keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan
mencurigakan. Definisi “transaksi keuangan mencurigakan” dalam Pasal 1 angka 5
UU No. 8 Tahun 2010 adalah:
1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau
kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan
dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan
yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang ini;
3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan
menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak
pidana; atau
66
4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh
Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari
hasil tindak pidana.
c. Perbuatan Melawan Hukum
Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi
unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU
No. 8 Tahun 2010, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku
melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan
hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan pada Pasal 2 tentang
Tindak Pidana Pencucian Uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana
tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah
benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan
ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.
4. Modus Pencucian Uang
Dalam perbuatan tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa modus yang
didasarkan pada tipologinya :76
a. Tipologi Dasar :
1) Modus orang ketiga, yaitu dengan menggunakan seseorang untuk
menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencurian uang,
dapat dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang
lain lagi yang berlainan. Ciri-cirinya adalah : orang ketiga hampir selalu nyata
76Anwar Nasution, Sumber, Proses, Mekanisme, dan Dampak Ekonomi “Money Laundering
Crime” (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004), h. 115-121.
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dan bukan hanya nama palsu dalam dokumen, orang ketiga biasanya
menyadari ia dipergunakan, orang ketiga tersebut merupakan orang
kepercayaan yang bisa dikendalikan, dan hubungannya dengan pelaku sangat
dekat sehingga dapat berkomunikasi setiap saat.
2) Modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga,
dimana orang tersebut akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang
usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.
3) Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan
kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Disini terjadi perpindahan sistem
transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau
bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan
digunakan lagi dalam pembelian aset-aset. Modus ini banyak meninggalkan
jejak melalui dokumen rekening koran, cek, dan data-data lain yang mengarah
pada nasabah itu, serta keluar masuknya dari proses transaksi baik yang
menuju pada seseorang maupun pada aset-aset, atau pun pada pembayaran-
pembayaran lain.
4) Modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga
yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke
bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk
pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.
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b. Tipologi Ekonomi:
1) Model Smurfing, yakni pelaku menggunakan rekan-rekannya yang banyak
untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam jumlahjumlah kecil dibawah
batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut untuk
kemudian uang tunai tersebut ditukarkan di bank dengan cek wisata atau cek
kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para
smurfing di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank
yang sama di kota yang berbeda atau disetorkan pada rekening-rekening
pelaku pencucian uang di kota lain sehingga terkumpul dalam beberapa
rekening pelaku pencucian uang. Rekening ini tidak langsung atas nama
pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain
yang disamarkan nama pemiliknya.
2) Model “perusahaan rangka”. Disebut demikian karena perusahaan ini
sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk
agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan sesuatu
atau uang. Perusahaan rangka dapat digunakan untuk penempatan (placement)
dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi. Perusahaan rangka
dapat terhubung satu dengan yang lain. Misalnya, saham PT A dimiliki oleh
PT B yang berada di daerah atau negara lain, sementara saham PT B sebagian
dimiliki oleh PT A, PT B, PT C, dan/atau PT D yang berada di daerah atau
negara lain.
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3) Modus pinjaman kembali, adalah suatu variasi dari kombinasi modus
perbankan dan modus usaha. Contohnya : pelaku pencucian uang
menyerahkan uang hasil tindak pidana kepada A (orang ketiga), dan A
memasukkan sebagian dana tersebut ke bank B dan sebagian dana juga
didepositokan ke bank C. Selain itu A meminjam uang ke bank D. Dengan
bunga deposito bank C, A kemudian membayar bunga dan pokok
pinjamannya dari bank D. Dari segi jumlah memang terdapat kerugian karena
harus membayar bunga pinjaman namun uang illegal tersebut telah berubah
menjadi uang pinjaman yang bersih dengan dokumen yang lengkap.
4) Modus menyerupai MLM (Multi Level Marketing).
5) Modus under invoicing, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak
pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jual barang tersebut
sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.
6) Modus over invoicing, merupakan kebalikan dari modus under invoicing.
7) Modus over invoicing II, dimana sebenarnya tidak ada barang yang
diperjualbelikan, yang ada hanya faktur-faktur yang dijadikan bukti pembelian
(penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku
pencucian uang.
8) Modus pembelian kembali, dimana pelaku menggunakan dana yang telah
dicuci untuk membeli sesuatu yang telah dia miliki.
c. Tipologi IT (Information and Technology)
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1) Modus E-Bisnis, hampir sama dengan modus menyerupai MLM, namun
menggunakan sarana internet.
2) Modus scanner merupakan tindak pidana pencucian uang dengan predicate
crime berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi
keuangan.
d. Tipologi Hitek adalah suatu bentuk kejahatan terorganisir secara skema namun
orang-orang kunci tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi
bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Dikenal dengan
nama modus cleaning dimana kejahatan ini biasanya dilakukan dengan
menembus data base system suatu bank.
5. Sanksi Pidana Pencucian Uang
Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang mengatur
tentang ketentuan pidana bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-pasal tersebut
berada dalam BAB II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berbunyi:
Pasal 3
Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,
membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri,
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau
perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya
merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan
dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling




Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber,
lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya
atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena
tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah).
Pasal 5
(1) Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan,
pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan
Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Pasal 6
(1) Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan
terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
(2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian
Uang:
a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.
Pasal 7
(1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap
Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
a. pengumuman putusan hakim;
b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
c. pencabutan izin usaha;
d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.
Pasal 8
Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda




Setiap Orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang
dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,
Pasal 4, dan Pasal 5.
Dari pasal-pasal di atas, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis
tindak pidana pencucian uang beserta sanksinya, yaitu:77
a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif : yaitu tindakan untuk
menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan,
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,
menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain
atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak
pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul
harta kekayaan tersebut dihukum maksimal 20 tahun penjara dan denda 10
miliar rupiah.
b. Tindak pidana pencucian uang yaitu: tindakan menyembunyikan atau
menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau
kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana 20 tahun penjara dan denda 5 miliar
rupiah.
c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai
penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
77M. Arief Amrullah, op. cit., h. 67.
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penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut
diduganya merupakan hasil tindak pidana dihukum maksimal 5 tahun penjara
dan denda 1 miliar rupiah.
d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk
melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak
pidana antara a, b, dan c.
e. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana poin a, b, dan c
dihukum dengan pidana pokok berupa denda maksimal 100 miliyar rupiah dan
pidana tambahan sebagaimana yang disebutkan.
Dalam kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana
sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar
denda diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.
6. Pembuktian Terbalik Dalam Pencucian Uang
Di dalam KUHAP kewajiban pembuktian dibebankan sepenuhnya kepada
Jaksa Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan ketentuan KUHAP Bab VI Pasal 66 dan
ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP Bab XVI bagian ke empat (Pasal
183 sampai dengan Pasal 232 KUHAP), sehingga status hukum atau kedudukan asas
pembuktian terbalik di dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia (KUHAP)
tidak diatur. Dengan demikian, sesuai dengan Pasal 66 dan 183 KUHAP, maka
jelaslah bahwa kedudukan asas pembuktian terbalik tidak dianut dalam sistem hukum
acara pidana pada umumnya (KUHAP), melainkan yang sering diterapkan dalam
proses pembuktian dalam peradilan pidana yaitu teori jalan tengah yakni gabungan
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dari teori berdasarkan undang-undang dan teori berdasarkan keyakinan hakim atau
teori pembuktian undang-undang negatif.
Terlepas dari teori pembuktian ataupun beban pembuktian yang secara umum
berada di pihak Jaksa Penuntut Umum, terdapat pengaturan hukum yang khusus
tentang pembuktian terbalik, dimana beban pembuktian berada di pihak terdakwa
yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan hal itu menjadi ketentuan
pengecualian dari hukum acara pembuktian dalam KUHAP. Pembuktian terbalik ini
terdapat dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak
Pidana Korupsi dan UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembuktian terbalik dalam perkara pencucian uang
diatur dalam Pasal 77 dan 78 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 yang berbunyi:
Pasal 77
Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang Pengadilan terdakwa wajib
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak
pidana.
Pasal 78
1. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta
Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Terdakwa membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan
perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang
cukup.
Pembuktian terbalik beban pembuktian ada pada terdakwa. Pada tindak pidana
pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan
berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkotika
serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan 78 tersebut berisi ketentuan bahwa
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terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal
dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Dimana
sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada
tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada serious
crime atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkotika,
psikotropika atau tindak pidana perbankan. Dengan sistem ini, justru terdakwa yang
harus membuktikan, bahwa harta yang didapatnya bukan hasil tindak pidana. Yang
harus dilakukan adalah mengetahui apa saja bentuk aset korupsi, dimana disimpan
dan atas nama siapa.78
Pasal-pasal lain yang mendukung pembuktian terbalik ini diantaranya yaitu
pada Pasal 79 ayat (4) UU PP-TPPU mengenai sita terhadap harta kekayaan hasil dari
suatu tindak pidana yang menyatakan bahwa:
Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan
terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan
tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum
memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.
Ketentuan Pasal 79 ayat (4) dalam penjelasannya dimaksudkan untuk
mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki harta kekayaan
yang berasal dari tindak pidana. Di samping itu sebagai usaha untuk mengembalikan
kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.
Pemeriksaan tindak pidana pencucian uang terhadap harta kekayaan yang diduga
78Sutan Remy Sjahdeini, Memburu Aset Koruptor Dengan Menebar Jerat Pencucian Uang,
Hukum Online (http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol12317/%20memburu-aset-koruptor-
denganmenebar-jerat-pencucian-uang), tanggal akses: 19 Juli 2012.
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merupakan hasil dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak
pidana asalnya.
Pencucian uang merupakan independent crime, artinya kejahatan yang berdiri
sendiri. Walaupun merupakan kejahatan yang lahir dari kejahatan asalnya, misalnya
korupsi, namun rezim anti pencucian uang di hampir seluruh negara menempatkan
pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang tidak bergantung pada kejahatan
asalnya dalam hal akan dilakukannya proses penyidikan pencucian uang.79 Dalam
sidang nantinya, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaanya bukan
merupakan hasil dari suatu tindak pidana (asas pembuktian terbalik). Dan untuk
kelancaran pemeriksaan di pengadilan, dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah
dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, perkara dapat
diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 79
ayat (1) KUHAP.
E. Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencucian Uang
1. Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam
Hukum pidana Islam atau fiqh jinayah merupakan bagian dari syari’at Islam
yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah Muhammad saw. Oleh karenanya pada
zaman Rasululah dan Khulafaur Rasyidin, hukum pidana Islam berlaku sebagai
hukum publik yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku
79Adrian Sutedi, op. cit., h. 288.
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penguasa yang sah atau ulul amri.80 Hukum pidana menurut syari’at Islam
merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan setiap muslim dimanapun
ia berada. Syari’at Islam merupakan hukum yang harus dilaksanakan oleh setiap
muslim, karena syari’at Islam merupakan bagian ibadah kepada Allah swt. Hukum
pidana Islam merupakan hukum yang mempunyai kedudukan yang sama dengan
pembagian hukum Islam lainnya seperti hukum perdata Islam (ahwalussakhsiyyah)
dan hukum politik Islam (fiqh siyasah).
Salah satu bagian terpenting dalam fiqh jinayah adalah pembahasan mengenai
jarimah. Jarimah merupakan delik atau perbuatan pidana atau tindak pidana yang
dilarang syara’ dan pelakunya diancam oleh Allah swt. dengan hukuman hudûd
(bentuk tertentu) atau ta’zîr (pelanggaran yang jenis dan bentuk hukumannya
didelegasikan syara’ kepada hakim/penguasa).81 Yang dimaksud dengan larangan
syara’ adalah melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh syara’
atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dan diancam hukuman oleh syara’
bagi yang meninggalkannya. Undang-undang yang mengatur balasan atau hukuman
terhadap perbuatan pidana disebut dengan Al-qanun al-jaza’i disebut juga al-qanun
al-‘uqubat. Dalam ilmu fiqh, pembahasan al-qanun al-jaza’i termasuk ruang lingkup
fiqih jinayah, karena secara khusus undang-undang ini mengatur tentang hukuman
terhadap pelaku tindak pidana (jarimah). Tujuannya untuk melindungi anggota
masyarakat dari kejahatan orang lain. Ruang lingkup atau batasan yang dibahas
80Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005). h. vi.
81Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), h. 13.
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dalam al-qanun al-jaza’i mencakup segala perbuatan/tindak pidana (delik) yang
dilarang syariat Islam dan hukuman (sanksi) yang dijatuhkan terhadap pelakunya.
Perbuatan/tindak pidana tersebut dapat diklasifikasi atas tiga macam, yaitu jarimah
hudûd, qishâsh/diyât dan ta’zîr. Masing-masing mempunyai sanksi atau ancaman
hukuman yang berbeda-beda.
Secara teoritis, setiap perbuatan pidana tentunya memiliki unsur-unsur
perbuatan yang dengan unsur-unsur itu menentukan perbuatan pidana apa yang telah
dilakukan oleh pelaku. Dalam fiqh jinayah, unsur-unsur tindak pidana mencakup tiga
hal, yaitu:82
- Rukun Syar’i, yaitu adanya nash yang melarang perbuatan tersebut disertai
ancaman hukuman terhadapnya atau sering disebut “unsur formil”.
- Rukun Maddi, yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik
berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur
ini biasa disebut “unsur materiil”.
- Rukun Adabi, pelaku adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat
dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang dilakukan atau
disebut dengan “unsur moril”.
Berdasarkan unsur-unsur yang diuraikan tersebut, maka setiap perbuatan
pidana dalam Islam harus memenuhi unsur-unsur tersebut. Disamping unsur-unsur
umum, pada setiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan
hukuman, seperti unsur “pengambilan dengan diam-diam” bagi jarimah pencurian.
82Ibid., h. 14.
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Setelah mengetahui unsur-unsur jarimah, bagian yang tidak kalah pentingnya
ketika membicarakan fiqh jinayah adalah klasifikasi/pembagian jarimah. Seperti yang
telah dikemukakan sebelumnya, secara umum tindak pidana dalam Islam dibagi
kepada 3 (tiga) macam, yaitu:83
a. Jarimah Hudûd
Hudûd adalah bentuk jama’ bahasa Arab hadd, yang pada dasarnya hadd
berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang
lain. Secara bahasa hadd berarti pencegahan. Menurut Sayid Sabiq,84 hadd menurut
syara’adalah:
 ِّ  ِّﻖَﺣ ِﻞَْﺟِﻻ ٌةَر ﱠﺮَﻘُﻣ ٌﺔَﺑُْﻮﻘُﻋ
“memberikan hukuman dalam rangka hak Allah”.
Adapun pendapat lain, hudûd adalah hukuman-hukuman kejahatan yang telah
ditetapkan oleh syara’ untuk mencegah dari terjerumusnya seseorang kepada
kejahatan yang sama. Jarimah hudûd merupakan suatu peraturan yang bersifat
membatasi/mencegah atau undang-undang dari Allah berkenaan dengan hal-hal boleh
(halal) dan terlarang (haram) serta hukuman-hukuman yang di jatuhkan kepada




84 Sayid As-Sabiq, Al-Fiqh As-Sunnah Al-Juz’u Ats-Tsany (Cet. III; Beirut: Darul Kitab Al-
‘Arabi, 1977), h. 355.
85Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 15-20.
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Pada dasarnya khamr adalah cairan yang dihasilkan dari peragian biji-bijian
atau buah-buahan dan mengubah sari patinya menjadi alkohol dan menggunakan
katalisator (enzim) yang mempunyai kemampuan untuk memisah unsur-unsur
tertentu. Sari pati biji-bijian atau buah-buahan yang berubah melalui proses peragian
adalah minuman yang memabukkan. Khamr diharamkan dan diberi sanksi yang berat
karena mengganggu kesehatan akal pikiran yang berakibat akan melakukan berbagai
tindakan dan perbuatan di luar kontrol yang mungkin akan menimbulkan akibat
negatif terhadap lingkungannya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad saw.
yang berbunyi:
(ﻢﻠﺴﻣ هاور) ٌماَﺮَﺣ ٌﺮْﻤَﺧ ﱡﻞٌﻛ َو ٌﺮْﻤَﺧ ٍﺮِﻜْﺴُﻣ ﱡﻞُﻛ٨٦
Artinya:
“Setiap yang memabukkan adalah khamar. Dan setiap khamar adalah haram.”
(HR. Muslim)
Sedangkan hukuman bagi pelaku minuman khamar adalah 80 kali cambukan
sesuai dengan ijma’ sahabat. Meskipun ada yang berpendapat 40 kali cambukan,
namun di masa Khalifah Umar ra. beliau memberikan sanksi bagi peminum khamar
dengan 80 kali cambukan, karena 40 kali dianggap hukuman paling ringan.
2) Zina.
Zina merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt. Menurut
defenisinya, zina adalah melakukan hubungan seksual di luar ikatan perkawinan yang
sah, baik dilakukan secara sukarela maupun paksaan. Sanksi hukum bagi yang
86 Sayid Sabiq, op. cit., h. 375.
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melakukan perzinahan adalah dirajam yaitu dilempari dengan batu sampai mati bagi
pezina mukhshan (orang yang telah melakukan hubungan seksual dalam ikatan
perkawinan yang sah) atau dicambuk 100 kali dan diasingkan 1 (satu) tahun bagi
pezina ghoiru mukhshan (orang yang belum pernah melakukan hubungan seksual
dalam ikatan perkawinan yang sah). Sesuai dengan hadits Nabi Muhammad saw.
yang berbunyi:
ﷲ ﻞﻌﺟﺪﻗ ,ﻰﻨﻋ اوﺬﺧ :لﺎﻗ ﻢﻠﺳ و ﮫﯨﻠﻋ ﷲ ﻰﻠﺻ ﷲ لﻮﺳ ر نا :ﺖﻣﺎﺼﻟا ﻦﺑ ةدﺎﺒﻋ ﻦﻋ ﺮﻜﺒﻟا : ﻼﯨﺒﺳ ﻦﮭﻟ
ىﺬﻣﺮﺘﻟاو ,دؤاد ﻮﺑاو ,ﻢﻠﺴﻣ هاور) .ﻢﺟﺮﻟاو ﺔﺋﺎﻣ ﺪﻠﺟ ﺐﯿﺜﻟاﺎﺑ ﺐﯿﺜﻟاو ,ﺔﻨﺳ ﻰﻔﻧ و ﺔﺋ ﺎﻣ ﺪﻠﺟ ﺮﻜﺒﻟاﺎﺑ(٨٧
Artinya:
Dari ‘Ibadah bin Ash-Samat: bahwa Rasulullah saw. bersabda: Ambillah
dariku, sunggguhnya Allah telah menciptakan jalan keluar bagi mereka (wanita-
wanita yang berzina itu): perawan dengan perawan dijilid 100 kali dan diasingkan
selama 1 tahun, dan orang yang telah menikah dengan orang yang telah menikah
dijilid 100 kali dan dirajam. (HR. Muslin, Abu Daud dan At-Tirmidzi).
Sanksi hukum tersebut baru dapat dijatuhkan apabila sudah terbukti
melakukan perzinahan baik dengan pengakuan 4 orang saksi atau alat bukti lainnya.
Perzinahan diharamkan oleh Islam karena : pertama, menghancurkan garis keturunan
dan putusnya hak waris. Kedua, mengakibatkan kehamilan sehingga anak yang
terlahir tersia-sia dari pemeliharaan, pengurusan dan pembinaan pendidikannya.
Ketiga, merupakan salah satu bentuk dari perilaku binatang yang akan
87 Ibid., h. 404.
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menghancurkan kemanusiaan. Keempat, menimbulkan penyakit yang berbahaya dan
menular.
3) Qadzaf.
Asal makna qadzaf adalah ar-ramyu yang berarti melempar, umpamanya
dengan batu atau dengan yang lainya. Menurut istilah adalah menuduh orang
melakukan zina. Sanksi hukumnya adalah dicambuk 80 kali. Sesuai dengan firman
Allah swt. Q.S. An-Nur/24; 4 :
 ُﺗَﺄﯾ ْﻢَﻟ ﱠُﻢﺛ تﺂﻨَﺼْﺤُﻤْﻟا َنْﻮُﻣْﺮَﯾ َﻦْﯨِﺬﱠﻟاَو ْﺟﺎَﻓ ُءآﺪَﮭُﺷ ِﺔَﻌَﺑَْرﺄِﺑ اْﻮ ْوُﺪِﻠ ََﻤﺛ ْﻢُھ ًةَﺪْﻠَﺟ َﻦْﯿِﻧﺎ ْﻢُﮭَﻟ اُْﻮَﻠﺒَْﻘﺗ َﻻَو ًةَدﺎَﮭَﺷاًَﺪَﺑأؤا و ﻚﺌﻟ
 َنُﻮﻘﺳﺄﻔﻟا ُﻢُھ)٤(
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)
dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka
(yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima
kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang
fasik.88
Sanksi ini bisa dijatuhkan apabila tuduhan itu dialamatkan kepada orang
Islam, baligh, berakal, dan orang yang senantiasa menjaga diri dari perbuatan dosa
besar terutama dosa yang dituduhkan. Namun ia akan terbebas dari sanksi tersebut
apabila dapat mengemukakan 4 orang saksi dan/atau bukti yang jelas. Suami yang
menuduh isterinya berzina juga dapat terbebas dari sanksi tersebut apabila dapat
mengemukakan saksi dan bukti atau menyumpah isterinya yang berakibat putusnya
hubungan perkawinan sampai hari kiamat.




Riddah adalah kembali ke jalan asal (status sebelumnya). Yang dimaksud
dengan riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal
dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari oraing
lain baik yang kembali itu laki-laki maupun perempuan. Sanksi bagi orang yang
murtad adalah dibunuh sebagai hukuman pokok dan perampasan harta benda sebagai
hukuman tambahan. Hal ini dikemukakan dalam sebuah hadits nabi saw. yang
berbunyi:
( ﻢﻠﺴﻣ و ي ر ﺎﺨﺒﻟا هاور ) ُه ﻮُﻠﺘﻗﺎﻓ ُﮫَﻨﯾد لﱠﺪﺑ ْﻦﻣ : لﺎﻗ ﻢّﻠﺳ و ﮫﯿﻠﻋ ّ  ّﻰﻠﺻ ّ  َل ْﻮﺳ ر ّنا سّﺎﺒﻋ ﻦﺑا ﻦﻋ٨٩
Artinya:
Dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “barang siapa
mengganti agamanya (murtad), maka bunuhlah ia”. (HR. Bukhari-Muslim)
5) Sirqah (pencurian).
Pencurian adalah mengambil sesuatu milik orang lain secara diam-diam dan
rahasia dari tempat penyimpannya yang terjaga dan rapi dengan maksud untuk
dimiliki. Sedangkan pengambilan harta orang lain tanpa bermaksud memiliki itupun
tidak termasuk pencurian tetapi ghosab (memanfaatkan milik orang lain tanpa izin).
Pelaku pencurian diancam hukuman potong tangan dengan tujuan agar harta
terpelihara dari tangan para penjahat, karena dengan hukuman seperti itu pencuri
akan jera dan memberikan pelajaran kepada orang lain yang akan melakukan
89 Sayid Sabiq, op.cit., h. 455.
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pencurian karena beratnya sanksi hukum sebagai tindakan defensif (pencegahan). Hal
ini sesuai dengan bunyi Q.S. Al-Maidah/5; 38:
ر ﺎﱠﺴﻟ ا و ُقرﺎﱠﺴﻟاَوﷲ ّﻦﻣ ًﻻﺎّﻜﻧ ,َﺎﺒﺴﻛ ﺎَﻤﺑ ًء آَﺰَﺟ ﺎﻤُﮭﯾ ِﺪَﯾا اُﻮﻌَﻄﻗﺎﻓ ُﺔﻗوﺰﯾﺰﻋ ﷲﻜﺣ ٌﻢﯿ)٣٨(
Terjemahnya:
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan
keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai
siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.90.
Hukuman potong tangan dijatuhkan kepada pencuri oleh hakim setelah
terbukti bersalah, baik melalui pengakuan, saksi dan alat bukti serta barang yang
dicurinya bernilai ekonomis, bisa dikonsumsi dan mencapai nisab, yaitu lebih kurang
93 gram emas.
6) Muharabah (Berbuat Kekacauan).
Muharabah adalah aksi bersenjata dari seseorang atau sekelompok orang
untuk menciptakan kekacauan, menumpahkan darah, merampas harta, merusak harta
benda, ladang pertanian dan peternakan serta menentang aturan perundang-undangan.
Latar belakang aksi ini bisa bermotif ekonomi yang berbentuk perampokan,
penodongan baik di dalam maupun di luar rumah atau bermotif politik yang
berbentuk perlawanan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan
melakukan gerakan yang mengacaukan ketentraman dan ketertiban umum. Sanksi
hukum pelaku muharabah:
90 Departemen Agama RI., op.cit., h. 165.
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a) Dipotong tangan dan kakinya secara bersilang apabila ia atau mereka hanya
mengambil atau merusak harta benda;
b) Dibunuh atau disalib apabila dalam aksinya itu ia membunuh orang; dan
c) Dipenjara atau dibuang dari tempat tinggalnya apabila dalam aksinya hanya
melakukan kekacauan saja tanpa mengambil atau merusak harta-benda dan
tanpa membunuh.
Ketentuan ini berdasarkan firman Allah swt. di dalam Q.S. Al-Maidah/5; 33:
 ْنأ اًدﺎَﺴﻓ ِضَرﻷا ﻲِﻓ َنﻮَﻌْﺴﯾَو ,ُﮫﻟﻮُﺳر و ّ  َنﻮﺑِرﺎُﺤﯾ َﻦﯾّﺬﻟاُؤآَﺰَﺟﺎَﻤّﻧأ ُﯾ ُّﻠﺘَﻘ اْﻮ وأ ُﯾ ّﻄُﻘﺗ وأ اُﻮﺒّﻠﺼ و ْﻢِﮭﯾﺪﯾ أ ﻊ
 ﻲﻓ ْﻢُﮭﻟ و ﺎﯿﻧُﺪﻟا ﻲﻓ ٌيْﺰِﺧ ْﻢُﮭﻟ َﻚﻟاذ ِضَرﻷا ﻦﻣ اﻮَﻔُْﻨﯾ وأ ٍفﻶﺧ ﻦ ِّﻣ ْﻢُﮭﻠﺟرأا ِةﺮﺧﻵ ٌبَاﺬَﻋ) ٌﻢْﯿِﻈﻋ٣٣(
Terjemahnya:
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang mmerangi Allah dan
Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh
atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan betimbal-balik,
atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)
suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memeroleh
siksaan yang pedih.91
7) Bughah (pemberontakan).
Pemberontakan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang
untuk menghancurkan negara. Pemberontak sama artinya dengan musuh negara dan
memerangi musuh negara merupakan kewajiban yang harus dijalankan.  Islam
mengajarkan untuk memerangi para pemberontak yang diperintahkan oleh kepala
negara. Peperangan ini dimaksudkan agar para pemberontak kembali ke jalan yang
benar. Ketika mereka telah bertaubat, maka peperangan itupun dihentikan.
91 Ibid., h. 164.
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Dari beberapa bentuk jarimah hudûd seperti yang dikemukakan di atas
terdapat jarimah pencurian. Salah satu unsur dari jarimah pencurian ialah mengambil
barang milik orang lain. Mengambil barang milik orang lain merupakan kegiatan
penguasaan terhadap harta benda yang menjadi hak orang lain sebagai pemilik sah
harta benda tersebut. Unsur tersebut memiliki kesamaan dengan pencucian uang
sebagai salah satu tindak pidana dalam hukum pidana positif karena berdasarkan
pembahasan sebelumnya salah satu unsur tindak pidana ini adalah harta kekayaan
yang dicuci merupakan hasil kejahatan. Kejahatan seperti korupsi, penyuapan,
penipuan merupakan bentuk penguasaan terhadap harta yang seharusnya menjadi
milik orang lain. Sehingga, tindak pidana pencucian uang dapat disejajarkan dengan
jarimah pencurian.
b. Jarimah Qishâsh/Diyât
Tindak pidana qishash/diyat dapat dikelompokkan kepada tiga, yaitu:92
1) Tindak pidana atas jiwa. Tindak pidana atas jiwa yang dimaksud adalah
pembunuhan.
Pembunuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia93 ialah proses,
perbuatan atau cara membunuh. Pengertian membunuh ialah mematikan atau
menghilangkan nyawa. Menurut fuqaha’94, pembunuhan ialah perbuatan yang
menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang. Atau dengan kata lain, pembunuhan
92 Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 21-26.
93Departemen Pendidikan Nasional R.I., Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi III, Cet.II
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 436.
94Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 21.
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adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya
nyawa, baik sengaja atau tidak. Pembunuhan dilarang Alquran seperti dalam Q.S. Al-
Israa’/17: 3395:
Terjemahnya:
Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya),
melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan Barangsiapa dibunuh secara
zalim, Maka Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli
warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh.
Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.96
Pembunuhan yang dilarang terdiri dari berbagai bentuk. Menurut Imam Malik
terbagi dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan karena kesalahan.
Sementara jumhur ulama membaginya kepada tiga, yaitu:97
a) Pembunuhan sengaja yaitu suatu pembunuhan dimana seorang mukallaf
sengaja membunuh orang lain yang dijamin keselamatannya, dengan
menggunakan alat yang menurut dugaan kuat dapat mematikan. Sanksinya
adalah dengan hukuman pokok dan pengganti, dan ditambah dengan
hukuman tambahan. Hukuman pokoknya adalah qishâsh terdapat dalam Q.S.
95Lihat daftar singkatan no. 9.
96Departemen Agama R.I., op.cit., h. 429.
97Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 16-25.
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Al-Baqarah/2: 178 dan kifarat98. Hukuman penggantinya adalah diyât99
berupa 100 ekor unta dan ta’zîr. Sedangkan hukuman tambahannya adalah
penghapusan hak waris dan hak wasiat.
b) Pembunuhan semi sengaja. Pembunuhan semi sengaja adalah suatu
pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul dengan tongkat, cambuk,
batu, tangan atau benda lain yang lazimnya tidak mematikan namun
kenyataannya korban mati. Pembunuhan semi sengaja diancam dengan
hukuman pokok, pengganti, dan hukuman tambahan. Hukuman pokok
adalah diyât dan kifarat, hukuman pengganti adalah ta’zîr, sedangkan
hukuman tambahan adalah pencabutan hak waris dan wasiat. Sanksi diyât
dengan membeli 100 ekor unta, hanya dapat diangsur selama 3 tahun,
sedangkan pada pembunuhan sengaja harus tunai. Sanksi kifarat dan
hukuman tambahan sama dengan pada pembunuhan sengaja, juga hukuman
ta’zîr.
c) Pembunuhan karena kesalahan. Pembunuhan karena kesalahan ialah
pembunuhan yang terjadi tanpa maksud melawan hukum, baik dalam
perbuatan maupun objeknya. Hukuman pembunuhan karena kesalahan
sanksinya sama dengan hukuman pembunuhan semi sengaja, namun jenis
hartanya lebih ringan dari pembunuhan semi sengaja. Diyatnya berupa: 20
98Yaitu memebebaskan seorang hamba mukmin. Kalau tidak bisa mendapatkan hamba
tersebut atau tidak bisa memperoleh uangnya, maka diwajibkan berpuasa dua bulan berturut-turut.
Lihat Ahmad Hanafi, op. cit., h. 323.
99Yaitu pembayaran sejumlah harta karena sesuatu tindak pidana terhadap suatu jiwa atau
anggota badan. Lihat Departemen Agama R.I., op. cit., h. 135.
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ekor unta betina 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan 1-2 tahun, 20 ekor unta
betina 2-3 tahun, 20 ekor unta betina 3-4 tahun, atau 20 ekor unta betina 4-5
tahun yang dapat diangsur selama 3 tahun oleh ahli waris pelaku tergantung
perbuatannya. Sanksi kifarat-nya sama dengan pembunuhan semi sengaja.
Sanksi tambahannya adalah pencabutan hak waris dan wasiat tidak
disepakati ulama.
2) Tindak Pidana Selain Jiwa
Tindak pidana selain jiwa ialah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang
mengenai badan, tetapi tidak menghilangkan nyawa. Baik pemotongan anggota
badan, pelukaan, pemukulan, sementara korban masih hidup. Sasarannya
dikelompokan menjadi lima jenis, yaitu:
a) Penganiayaan atas anggota badan, seperti memotong tangan, kaki, jari,
telinga, lidah, mencongkel mata, dan lainnya. Ini lazim disebut athraf.
b) Menghilangkan manfaat anggota badan sementara anggota badan tersebut
masih tetap utuh.
c) Asy-Syajjaj, yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala.
d) Al-Jirah, yaitu pelukaan yang meliputi leher, dada, perut, hingga batas
pinggul. Ada yang tembus kedalam (jaifah), ada pula pelukaan yang hanya
pada bagian luar saja (ghairu jaifah).
e) Tindak pidana lain, seperti pemukulan yang tidak mengeluarkan darah tetapi
memar dan sebagainya.
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Hukuman untuk athraf dengan segala jenisnya yang dilakukan dengan sengaja
dihukum dengan qishâsh, sedangkan hukuman penggantinya adalah diyât atau ta’zîr.
Jika dilakukan dengan tak sengaja, hukuman pokoknya adalah diyât, dan
penggantinya adalah ta’zîr. Pada umumnya, sanksi pada tindak pidana yang
disebutkan diatas adalah sama dengan perusakan anggota badan. Bedanya terletak
dari jumlah sanksi diyât yang harus dibayar.
3) Tindak Pidana Atas Janin
Bentuk tindak pidana atas janin yaitu pengguguran kandungan akibat suatu
perbuatan maksiat. Bila kandungan yang gugur itu dalam keadaan mati, pelakunya
dikenakan diyât, yaitu hamba sahaya (ghurrah) yang nilainya sama dengan 5 ekor
unta. Dalam prakteknya, ghurrah dinilai juga dengan 50 Dinar, atau 500 Dirham, atau
600 Dirham. Menurut jumhur ulama, bila janin dalam keadaan hidup, kemudian mati
akibat perbuatan tindak pidana, pelaku diancam dengan qishâsh, atau diyât kamilah.
Diyât kamilah untuk janin laki-laki adalah 100 ekor unta, dan untuk perempuan
adalah 50 ekor unta. Jika janin yang gugur hidup namun mati dengan sebab lain,
maka sanksinya adalah ta’zîr.
c. Jarimah Ta’zîr
Kata ta’zîr berasal dari bahasa Arab ﺮﯾﺰﻌﺘﻟا yang merupakan bentuk masdar
dari kata “ ر ﺰﻋ-ر ﺰﻌﯾ ” ditinjau dari segi bahasa, kata itu bisa berarti ƌ ƾƵǚ ǃ  ƸǊƚ ƞҚƵǚ
yakni mengagungkan dan membantu. Kata ta’zîr dalam bahasa Arab diartikan
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sebagai “penghinaan”. Sedangkan menurut istilah fiqh, Sayid Sabiq100
mendefinisikan ta’zîr adalah:
 ًةرﺎﻔﻛ ﻻ و ِﮫﯿﻓ َﺪﺣ ﻻ ِﺐَﻧذ ﻲﻠﻋ ُﺐﯾِدَﺎﺘﻟا
Artinya:
“Tindakan edukatif terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi
hadd dan kifaratnya.”
Ahmad Hanafi101 menyatakan bahwa hukuman ta’zîr adalah hukuman yang
dijatuhkan atas jarimah-jarimah yang tidak dijatuhi hukuman yang ditetapkan oleh
syariat seperti jarimah-jarimah hudûd dan qishâsh/diyât.
Ta’zîr adalah hukuman yang tidak ditentukan oleh Alquran dan hadits yang
berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi
untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak
mengulangi kejahatan yang serupa serta memberi kebebasan kepada penguasa agar
dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingan umum.
Penentuan jenis pidana ta’zir ini diserahkan sepenuhnya kepada penguasa (hakim)
sesuai dengan kemaslahatan menusia itu sendiri.
Abdul Qodir ‘Audah membagi jarimah ta’zîr menjadi tiga, yaitu:102
1) Jarimah hudûd dan qishâsh/diyât yang mengandung unsur syubhat atau tidak
memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat,
100Sayid Sabiq, op.cit., h. 583.
101Ahmad Hanafi, op. cit., h. 17.
102Abdul Qodir ‘Audah dalam Zainuddin Ali, op. cit., h. 36-39.
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seperti percobaan pencurian harta (sirqah), percobaan pembunuhan ayah
terhadap anaknya, dan pencurian yang bukan harta benda.
2) Jarimah ta’zîr yang jenis jarimahnya ditentukan oleh nash, tetapi sanksinya
oleh syari’ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu,
mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, menghianati amanah, dan
menghina agama.
3) Jarimah ta’zîr dimana jenis jarimah dan sanksinya secara penuh menjadi
wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini
unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran
terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap
pemerintah lainnya.
Dalam menetapkan jarimah ta’zîr, prinsip utama yang menjadi acuan
penguasa adalah menjaga kepentingan umum dan melindungi setiap anggota
masyarakat dari kemudharatan (bahaya). Di samping itu, penegakkan jarimah ta’zîr
harus sesuai dengan prinsip syar’i dalam penjatuhan hukuman yaitu pencegahan (ar-
rad’u wa az-zajru) dan pengajaran serta pendidikan (al-islah wa at-tahdzib).
Hukuman-hukuman tehadap jarimah ta’zîr banyak jumlahnya dari mulai yang
paling ringan hingga yang paling berat, yaitu hukuman yang dilihat dari keadaan
jarimah serta diri pelaku hukuman-hukuman ta’zîr yaitu:103
1) Hukuman Mati. Kebolehan menjatuhkan hukuman mati pada ta’zîr terhadap
pelaku kejahatan jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau
103Ahmad Hanafi, op. cit., h. 325-345.
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pemberantasan tidak dapat dilakukan kecuali dengan jalan membunuhnya.
Hukuman mati ini hanya diberlakukan pada jarimah zina, murtad,
pemberontakan, pembunuhan sengaja dan gangguan keamanan masyarakat
luas (teroris).
2) Hukuman Jilid (cambuk). Jilid merupakan hukuman pokok dalam syari’at
Islam. Bedanya dengan jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya sedangkan
jarimah ta’zîr tidak tertentu jumlahnya.
3) Hukuman penjara. Hukuman penjara dimulai batas terendah yaitu satu hari
sampai batas hukuman seumur hidup. Syafi’iyah mengatakan bahwa batas
tertinggi adalah satu tahun, dan ulama lainnya menyerahkan kepada penguasa
sampai batas mana lama kurungannya.
4) Hukuman Pengasingan. Untuk hukuman pengasingan Imam Ahmad dan
Syafi’i berpendapat bahwa masa pengasingan tidak lebih dari satu tahun,
sedangkan Imam Hanafi berpendapat bahwa hukuman pengasingan boleh
melebihi satu tahun, hukuman ini untuk pelaku kejahatan yang merugikan
masyarakat dan khawatir akan menjalar luas.
5) Hukuman Salib. Hukuman salib dalam jarimah ta’zîr tidak dibarengi atau
disertai dengan kematian, melainkan si tersalib disalib hidup-hidup dan tidak
dilarang makan dan minum, tidak dilarang melakukan wudhu, tetapi dalam
melakukan shalat cukup dengan menggunakan isyarat. Para fuqaha
menyebutkan masa penyaliban tidak lebih dari tiga hari.
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6) Hukuman Denda. Hukuman denda antara lain dikenakan pada pelaku
pencurian buah yang masih belum masak, maka dikenakan denda dua kali
lipat dari harga buah tersebut. Hukuman denda juga dikenakan untuk orang
yang menyembunyikan barang yang hilang.
7) Hukuman Pengucilan. Pada masa Rasulullah dimana suatu waktu Rasul
pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak
mengikuti perang tabuk selam 50 hari tanpa diajak bicara. Mereka adalah:
Ka’ab Bin Malik, Miroroh Bin Rubai’ah, dan Hilal Bin Umayyah.
8) Hukuman ancaman (tahdid), teguran (tanbih), dan peringatan (al-wadh’u).
Ancaman merupakan hukuman yang diharapkan akan membawa hasil dan
bukan hanya ancaman kosong. Teguran pernah dilakukan oleh Rasulullah
saw. kepada Abu Dzar yang yang memaki-maki orang lain, dengan
menghinakan ibunya. Peringatan juga merupakan bentuk hukman yang
diharapkan orang tidak menjalankan kejahatan atau paling tidak
mengulanginya lagi.
Jika dilihat dari jenis perbuatannya, hukuman ta’zîr juga dapat dibagi atas 3
(tiga) bagian:104
1) Hukuman ta’zîr atas perbuatan maksiat.
Hukuman ta’zîr bagian ini dijatuhkan karena perbuatan tersebut dilarang oleh




a) Perbuatan maksiat yang dikenakan hukum had, tetapi kadang ditambah
dengan hukuman kifarat, seperti pembunuhan, pencurian, zina dan
sebagainya;
b) Perbuatan maksiat yang dikenakan kifarat, tetapi tidak dikenakan hukuman
had. Pengenaan kifarat terhadap perbuatan maksiat merupakan suatu
hukuman murni, seperti kifaratnya pembunuhan sengaja; dan
c) Perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau kifarat.
Perbuatan yang termasuk kategori ini antara lain: makan beberapa makanan
tertentu sumpah palsu, makan harta riba, percobaan mencuri dan sebagainya.
Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan jarimah ta’zîr dan mempunyai
nash-nash yang jelas.
2) Hukuman ta’zîr untuk mewujudkan kemaslahatan umum.
Secara umum, hukuman ta’zîr hanya diperuntukkan terhadap perbuatan yang
tergolong perbuatan maksiat. Akan tetapi, aturan umum itu dapat dikesampingkan
apabila dikehendaki oleh masyarakat. Artinya, perbuatan yang sebenarnya tidak
dilarang dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat jika diinginkan oleh
kepentingan umum dengan syarat bahwa perbuatan tersebut apabila dikerjakan
merugikan kepentingan atau ketetiban umum. Oleh karena itu, segala perbuatan yang
dapat mengganggu kepentingan dan ketertiban umum dapat dikategorikan sebagai
jarimah ta’zîr.penjatuhan hukuman ta’zîr untuk keselamatan umum didasarkan atas
tindakan Rasulullah saw. ketika beliau pernah menahan seorang laki-laki yang
dituduh mencuri unta. Setelah diselidiki ternyata lelaki itu tidak mencurinya, maka
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Rasulullah saw. melepaskannya. Perbuatan Rasulullah yang menahan lelaki tersebut
dikategorikan sebagai hukuman ta’zîr.
3) Hukuman ta’zîr atas perbuatan-perbuatan pelanggaran (mukhalafah).
Pelanggaran atau mukhalafah adalah melakukan perbuatan makruh atau
meninggalkan perbuatan mandub (dibolehkan). Sebagian fuqaha menafsirkan
perbuatan mandub sebagai perbuatan yang diperintahkan dan makruh merupakan
perbuatan yang dilarang. Meskipun demikian, melakukan pebuatan yang makruh atau
meninggalkan yang mandub (boleh) disebut pelanggaran bukan maksiat karena
penafsiran perbuatan maksiat lebih berat dosanya daripada pelanggaran. Adapun
landasannya adalah tindakan khalifah Umar ra. ketika melihat seorang yang
melentangkan seekor kambing untuk disembelih, kemudian ia mengasah pisaunya.
Maka khalifah Umar ra. memukulnya dengan cemeti dan berkata : “Asah dulu pisau
itu”. Hukuman pemukulan dengan cemeti yang dilakukan khaligah Umar ra. bukan
karena perbuatan yang hanya 1 (satu) kali dilakukan oleh lelaki tersebut, melainkan
karena lelaki itu telah melakukan perbuatannya dengan berulang-ulang. Jadi, syarat
penjatuhan hukuman ta’zîr terhadap pelanggaran ialah perbuatan yang dilakukan
dengan berulang-ulang.
Dilihat dari haknya hukuman ta’zîr sepenuhnya berada ditangan hakim, sebab
hakimlah yang memegang tampuk pemerintahan kaum muslimin. Dalam kitab
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As-subulu As-salam ditemukan bahwa orang yang berhak melakukan hukuman ta’zîr
adalah penguasa atau imam, namun diperkenankan pula untuk:105
 Ayah; seorang ayah boleh menjatuhkan hukuman ta’zîr kepada anaknya
yang masih kecil dengan tujuan edukatif. Apabila sudah baligh maka ayah
tidak berhak untuk memberi hukuman kepada anaknya meskipun anaknya
idiot;
 Majikan; seorang majikan boleh menjatuhkan hukuman ta’zîr hambanya
baik yang berkaitan dengan hak dirinya maupun hak Allah;
 Suami; seorang suami diperbolehkan melakukan ta’zîr kepada istrinya.
Apbila istrinya melakukan nusyûz (durhaka kepada suami).
Perbedaan yang menonjol antara jarimah hudûd, qishâsh/diyât, dan jarimah
ta’zîr, yaitu:106
a) Dalam jarimah hudûd tidak ada pemaafan, baik oleh perorangan maupun
oleh ulul amri. Sedangkan jarimah ta’zîr kemungkinan pemaafan itu ada,
baik oleh perorangan maupun oleh ulul amri, bila hal itu lebih maslahat.
b) Dalam jarimah ta’zîr hakim dapat memilih hukum yang lebih tepat bagi si
pelaku sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat kejahatan.
Sedangkan dalam jarimah hudûd yang diperhatikan oleh hakim hanyalah
kejahatan material.
105Zainuddin Ali, op. cit., h. 45.
106Ahmad Wardi Muslich, op. cit., h. 76.
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c) Pembuktian jarimah hudûd dan qishâsh/diyât harus dengan saksi atau
pengakuan, sedangkan pembuktian jarimah ta’zîr sangat luas
kemungkinannya.
d) Hukuman Hadd maupun qishâsh tidak dapat dikenakan kepada anak kecil,
karena syarat menjatuhkan hadd si pelaku harus sudah baligh sedangkan
ta’zîr itu bersifat pendidikan dan mendidik anak kecil boleh..
2. Pencucian Uang Sebagai Jarimah Ta’zîr
Money laundering atau pencucian uang merupakan modus baru dari kejahatan
non konvesional sebagai side effect yang mengiringi datangnya era globalisasi. Oleh
karenanya, jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang bersifat lintas batas
teritorial negara. Lahirnya ”ide kreatif” tentang praktik kejahatan money laundering
karena didorong oleh maraknya berbagai macam kejahatan baru yang juga bersifat
lintas negara yang memerlukan trik-trik khusus untuk menghindari upaya penegakan
hukum dalam rangka survival bahkan development, seperti perdagangan ilegal
narkotika, psikotropika, korupsi, penyuapan, perjudian, terorisme, perdagangan
senjata ilegal, perdagangan budak, wanita, anak-anak, dan sebagainya.107
Praktik money laundering merupakan perbuatan yang nyata sekali unsur
mafasid dan dlarar-nya, sebab tindakan tersebut bersumber dan berorientasi pada
upaya melegalkan serta mengembangkan berbagai macam kejahatan yang tentu
bersifat destruktif secara sosial baik fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu,
kebijakan terhadap praktek pencucian uang sangat bertentangan dengan hukum Islam
107Nurmalawaty, op. cit., h. 6.
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dan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang.108 Money laundering di samping sangat merugikan
masyarakat juga sangat merugikan negara, karena dapat mempengaruhi atau merusak
stabilitas perekonomian nasional atau keuangan negara, baik yang dilakukan oleh
orang-perorang maupun oleh korporasi dalam batas wilayah suatu negara dan juga
melintasi batas wilayah negara lain.
Secara umum, ajaran Islam hanya mengharamkan mencari rejeki dengan cara-
cara yang bathil dan penguasaan yang bukan hak miliknya, seperti perampokan,
pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan menimbulkan kerugian bagi
orang lain atau korban itu sendiri.109 Aturan umum seperti larangan perampokan,
pencurian atau pembunuhan dapat dijadikan acuan dalam menetapkan suatu
perbuatan yang belum diatur hukumnya dalam Alquran maupun Hadis.
Salah satu contoh perbuatan yang belum diatur secara tegas tentang
pengharamannya di dalam nash-nash (aturan-aturan) syar’i adalah pencucian uang.
Untuk menentukan rumusan pencucian uang dalam kategori jarimah, hukum pidana
Islam merumuskan sebuah metode yang disebut penafsiran hukum dan analogi
(qiyas). Penafsiran hukum diterapkan terhadap suatu nash yang tidak jelas dari segi
pengertiannya atau adanya perlawanan kata-kata dalam aturan tersebut. Sedangkan
108Triagus, Pencucian Uang dalam Hukum Positif dan Hukum Islam
(http://triagus.multiply.com/reviews/item/32?&show_interstitial=1&u=%2Freviews%2Fitem), tanggal
akses 12 Agustus 2012.
109VOA Islam, Menerima Uang Dari Tindak Pidana Pencucian Uang Hukumnya Haram
(http://www.voa-islam.com/news/indonesiana/2012/07/04/19758/menerima-uang-dari-tindak-pidana-
pencucian-hukumnya-haram/), tanggal akses: 13 Agustus 2012.
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qiyas adalah mempersamakan hukum peristiwa yang belum ada ketentuannya dengan
hukuman peristiwa yang sudah ada ketentuannya, karena antara kedua peristiwa
tersebut terdapat segi-segi persamaan.110 Metode qiyas digunakan terhadap perbuatan
yang belum diatur dalam hukum syara’ akan tetapi mempunyai kesamaan ‘illat
(sebab) dengan perbuatan yang telah ada unsur-unsurnya di dalam nash-nash syar’i.
Para ahli ushul menggunakan qiyas sebagai dalil menetapkan bahwa qiyas baru dapat
dipandang sah apabila memenuhi rukun qiyas. Rukun-rukun qiyas yang dimaksud
adalah:111
a. Pokok, yaitu tempat mengqiyaskan hukum, seperti arak;
b. Cabang, yaitu sesuatu yang diqiyaskan, seperti segala minuman mabuk;
c. Hukum, yaitu aturan umum, seperti haram segala minuman yang
memabukkan.
d. ‘illat atau sebab, yaitu unsur yang terdapat di dalamnya, seperti mabuk
merusakkan akal.
Mengingat bahwa pencucian uang merupakan perbuatan yang belum ada
ketentuannya, maka untuk menetapkan hukum terhadap pencucian uang kita dapat
menggunakan metode qiyas (analogi) dengan syarat sesuatu yang menjadi landasan
qiyas terhadap pencucian uang merupakan perbuatan yang telah ada ketentuannya di
dalam nash-nash syar’i. Menilik firman Allah swt. dalam kitab suci Alquran maka
kita akan menemukan perbuatan yang dapat digunakan sebagai pokok untuk
110Ahmad Hanafi, op. cit., h. 44.
111Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Hukum Islam Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h.
217.
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menyandarkan perbuatan pencucian uang. Allah swt. berfirman dalam QS. An-
Nisaa’/4: 29112:
Terjemahnya:
Hai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu.113
Di dalam ayat ini, Allah swt. melarang hambanya untuk saling memakan harta
sesama manusia dengan cara yang bathil. Pelarangan ini menunjukkan bahwa suatu
perbuatan yang disebut “memakan” harta sesama manusia terkhusus orang yang
beriman akan mendapatkan dosa dan murka dari Allah swt. Dalam hukum pidana
Islam, perbuatan yang dilarang dalam nash Alqur’an tetapi tidak diancam dengan
hukuman hadd atau kifarat termasuk jarimah ta’zîr karena perbuatan tersebut
merupakan perbuatan maksiat. Selanjutnya, apakah pencucian uang termasuk dalam
jarimah dan apakah pencucian uang termasuk kategori jarimah ta’zîr?
112Lihat daftar singkatan no. 9.
113Departemen Agama R.I., op. cit., h. 122.
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Menentukan pencucian uang sebagai jarimah merupakan proses
mengidentifikasi unsur-unsur pencucian uang ke dalam unsur-unsur jarimah. unsur-
unsur jarimah yang dimaksud adalah:114
a. Pembuat adalah orang yang mukallaf, yaitu orang yang dapat diminta
pertanggungjawaban pidana atau disebut sebagai “rukun adabi” atau unsur
moril. Sesuai dengan teori tersebut, maka dalam pencucian uang terdapat
unsur moril dari suatu jarimah yaitu kata “setiap orang”. Dalam sistem
hukum Indonesia kata “setiap orang” mencakup orang perorangan ataupun
badan hukum sebagai subjek hukum. Sedangkan dalam UU No. 8 Tahun
2010, makna kata “setiap orang” adalah perseorangan atau korporasi.
b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah (tindak pidana), baik
berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat disebut
“rukun maddi” atau unsur materiil. Unsur materiil yang terdapat dalam
pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,
mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,
membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata
uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. Unsur
kedua ini merupakan perbuatan yang menyusun adanya indikasi pencucian
uang. Unsur perbuatan dalam pencucian uang dapat diqiyaskan dengan
unsur perbuatan dalam Q.S. An-Nisaa’/4: 29 dengan redaksi kata
114Ahmad Hanafi, op. cit., h. 14.
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“memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil”. Cara yang
bathil diidentikkan dengan proses untuk mendapatkan sesuatu dengan jalan
yang tidak sah (illegal) dan melawan hukum. Begitu pula harta kekayaan
yang diperoleh dari hasil tindak pidana dalam rumusan pencucian uang
merupakan harta yang didapat dari proses yang tidak sepatutnya dan
melawan hukum.
c. Adanya nash yang melarang perbuatan dan mengancamkan hukuman
terhadapnya. Dan unsur ini disebut “rukun syar’i” atau unsur formil. Secara
eksplisit tindak pidana pencucian uang tidak mempunyai nash yang tegas
dalam Alquran maupun Hadis. Akan tetapi, makna implisitnya terdapat
dalam Q.S. An-Nisaa’/4: 29115 yang melarang orang-orang beriman untuk
memakan harta sesama manusia dengan cara yang bathil karena pebuatan
tersebut termasuk perbuatan maksiat kepada Allah. Perbuatan seperti
pencucian uang juga termasuk memakan harta sesama manusia seperti
yang disebutkan sebelumnya. Hal ini didasarkan pada kesamaan ‘illat,
yaitu antara pencucian uang dan memakan harta sesama manusia dengan
cara yang bathil keduanya merupakan perbuatan maksiat kepada Allah
karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Sehingga, dengan demikian
pencucian uang merupakan perbuatan yang dilarang menurut aturan dalam
hukum Islam.
115Lihat daftar singkatan no. 9.
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Dengan terpenuhinya semua unsur jarimah dalam fiqih jinayah, berarti
pencucian uang merupakan salah satu tindak pidana (jarimah) dalam hukum pidana
Islam.
Senada dengan hal tersebut, ijtima’ Ulama Indonesia menilai kejahatan
pencucian uang sejajar dengan pencurian dan penipuan. Kejahatan ini mendapat
perhatian khusus, karena tindak pidana ini belum pernah dibahas para ulama zaman
dulu. Menurut KH. Ma’ruf Amin (Ketua MUI), pencucian uang dapat disejajarkan
dengan pencurian dan penggelapan sebagai tindak pidana dengan alasan:116
a. Pencucian uang merupakan tindak pidana, karena merupakan bentuk
pencurian dan penipuan. Kejahatan ini dinilai terorganisir karena
melibatkan sejumlah orang. Pelakunya dipastikan tidak sendirian. Ada
yang berperan sebagai pelaku tindak pidana, seperti korupsi;
b. Pelaku tindak pidana ini layak dihukum dengan ancaman hukuman yang
berlaku dan kemudian dikucilkan;
c. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari pencucian uang
haram hukumnya. Hal ini diatur dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188, “Dan
janganlah kamu memakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar
karena nanti akan dihukum.” Hal sama juga ditegaskan dalam Q.S. An-
Nisaa’/4: 29;
116Media Mayaku, MUI, Cuci Uang Sama Dengan Pencurian Dan Penipuan
(http://mediamayaku.wordpress.com/2012/07/04/mui-cuci-uang-sama-dengan-pencurian-dan-
penipuan/), tanggal akses: 13 Agustus 2012.
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d. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib
mengembalikannya kepada negara. Uang tersebut kemudian dimanfaatkan
untuk kemaslahatan umum; dan
e. Penerima hasil pencucian uang tidak perlu dihukum jika sudah
mengembalikan hasil itu kepada negara. Hal ini dinilai wajar, karena
penerima belum tentu berperan sebagai pelaku kejahatan asal yang
kemudian hasilnya diputar dalam proses pencucian uang.
Di samping itu menurut Ulama, pencucian uang merupakan salah satu
kejahatan yang sangat merugikan masyarakat, juga negara, karena dapat
mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional khususnya keuangan
negara. Hal ini sangat bertentangan dengan tujuan tasyri' yaitu mencegah mafsadah
dan menciptakan mashlahah. Selain itu, pencucian uang menimbulkan kerusakan,
kerugian, mudharat, sekaligus menjauhkan kemaslahatan dari kehidupan manusia,
tercela, dan terlarang sehingga dapat disebut sebagai tindak pidana dan dalam konteks
hukum Islam, dapat dikenai hukuman ta’zir bagi pelakunya.
Berdasarkan Ijtima’ Komisi Fatwa MUI disepakati beberapa ketentuan hukum
Islam tentang pencucian uang, yaitu:117
a. Pencucian uang merupakan jarimah (tindak pidana), karena merupakan
bentuk penggelapan (ghulul) dengan tujuan menyembunyikan dan
menyamarkan aset yang diperoleh secara tidak sah;
117Tabloid Jum’at, Ijtima’ Ulama Hasilkan Sejumlah Fatwa
(http://www.tabloidjumat.com/index.php?option=com_content&view=article&id=61:ijtima-ulama-
hasilkan-sejumlah-fatwa&catid=9:laporan-utama), tanggal akses: 13 Agustus 2012.
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b. Pelaku tindak pidana pencucian uang dihukum dengan hukuman ta’zir
(sanksi pidana yang ditetapkan oleh negara);
c. Menerima dan memanfaatkan uang yang berasal dari tindak pidana
pencucian uang hukumnya haram;
d. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang wajib
mengembalikan kepada negara dan negara memanfaatkan untuk
kemaslahatan umum; dan
e. Penerima uang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dan telah
mengembalikan kepada negara tidak dikenai hukuman.
Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pencucian uang
sebagai jarimah dimasukkan dalam kategori jarimah ta’zîr. Alasannya: pertama,
pencucian uang merupakan salah satu perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat
merupakan perbuatan yang mendapat murka dari Allah swt. karena mengambil harta
yang menjadi hak orang lain. Di samping perbuatan tersebut dilarang oleh Allah swt.,
pencucian uang juga merugikan orang lain yang sebenarnya memiliki hak terhadap
harta kekayaan dijadikan objek pencucian uang serta termasuk model penggelapan.
Kedua, pencucian uang merugikan kepentingan dan kemaslahatan umum. Masalah
sosial merupakan keadaan yang berhubungan dengan masyarakat. Penyelewengan
terhadap keseimbangan dalam masyarakat akan menyebabkan ketimpangan dan
kerugian bagi ketertiban manusia. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat merupakan
alasan yang kuat bagi syara’ untuk menetapkan hukuman-hukuman ta’zîr, sebab
untuk memelihara ketentraman dan kepentingan masyarakat diperlukan ketentuan
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yang elastis dan sesuai untuk setiap waktu dan keadaan. Oleh karena itu, hukuman
jarimah ta’zîr diberikan kepada penguasa untuk sebebas-bebasnya mengatur tata
tertib masyarakat agar kepentingan-kepentingan umum dapat dijaga sesuai konsep
kehidupan madani.
Hukuman terhadap jarimah ta’zir dalam sebuah negara sepenuhnya diberikan
kepada penguasa dalam hal ini pemimpin. Pemimpin negara tersebut kemudian
menunjuk seorang hakim yang memiliki kewenangan memutus suatu perkara seperti
pencucian uang. Hukuman yang ditetapkan oleh ijtihad para hakim, harus berhukum
pada nash Alquran dan Hadis, juga sesuai dengan kriteria yang ada. Kriteria
penalisasi (penetapan sanksi pidana) terhadap jarimah ta’zîr adalah:118
a. Memenuhi prinsip ”kesinambungan” dengan tingkat seriusitas jarimah;
b. Memenuhi prinsip “keadilan” bagi semua pihak yang terkait dengan
terjadinya jarimah; dan
c. Memenuhi prinsip tentang fungsi pemidanaan baik yang bersifat zawâ’ir
maupun yang bersifat jawâbir.
Menentukan bentuk hukuman seperti apa yang diberikan kepada pelaku
pencucian uang merupakan wewenang pemerintah sebagai penguasa negara.
Pemerintah dalam hal ini akan mengamanahkan hakim untuk menentukan bentuk
hukuman apa yang pantas diterima para pelaku penucian uang. Majelis Ulama
Indonesia dala fatwanya seperti yang disebutkan sebelumnya tidak menyebutkan
bentuk hukuman ta’zir apa yang diberikan kepada para pelaku tersebut. Hal ini
118Ahmad Hanafi, op. cit., h. 87-89.
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dikarenakan, karena jarimah ta’zir merupakan tindak pidana yang tidak ditetapkan
bentuk hukumannya oleh Allah swt., sehingga hakim mempunyai wewenang untuk
menjatuhkan hukuman kepada mereka, apakah dalam bentuk hukuman mati, jilid
(cambuk), penjara atau hukuman pengasingan. Tapi, apapun bentuk hukuman yang
dijatuhkan oleh hakim, perlu dicermati prinsip penetapan sanksi pidana bagi pelaku
jarimah ta’zir seperti yang dikemukakan sebelumnya.
Di masa sekarang ini, jarang kita dapati negara yang mengaplikasikan nilai-
nilai ajaran Islam khususnya di bidang jinayah karena telah mendapatkan doktrinisasi
oleh bangsa asing yang menganggap bahwa bentuk hukuman daam Islam, seperti
qishash dan potong tangan merupakan hukuman yang melanggar hak asasi manusia.
Dari sekian banyak negara Islam di dunia ini, kita perlu memperhatikan salah satu
negara Muslim yang masih menggunakan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan
kasus-kasus kejahatan yaitu Malasya. Negara tetangga kita ini merupakan negara
yang mempraktekkan hukum pidana Islam di wilayahnya, misalnya hukuman ta’zir
bagi para pelaku jinayah. Bentuk hukuman ta’zir yang diberikan, misalnya hukuman
sebatan, mati, penjara, dan hukuman denda dalam bentuk uang. Keempat hukuman
ini merupakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku-pelaku kejahatan. Misalnya
hukuman bunuh atas kejahatan mengedar dadah, hukuman denda menggunakan uang
bagi kejahatan lalu lintas, hukuman penjara bagi pelaku rasuah, dan sebagainya.119
Contoh hukuman ta’zir di Malasya tersebut dapat ditemukan dalam beberapa undang-
119 Nur Syahidah binti Ahmad, Skripsi;Ta’zir bil Mal Menurut Mazhab Syafe’i: Persepsi
Mahasiswa UTM (Malasya: Universitas Teknologi Malasya, 2011), h. 2.
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undang yang diterapkan di negera ini diantaranya Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta
Pengangkutan Jalan, Akta Buruh, Akta Mesin Cetak, Akta Keselamatan Dalam
Negeri, Akta Perbankan, Kanun Acara Jenayah, dan Kanun Kesiksaan.120 Bentuk
hukuman tersebut merupakan hukuman yang bertujuan untuk mendidik dan member
kesadaran kepada masyarakat agar menyesali dan menghindari diri dari segala bentuk
kejahatan.




Sebagaimana dipahami bahwa ilmu pengetahuan itu harus dapat diuji
kebenarannya, untuk dapat membuktikan kebenaran ilmiah dari penelitian yang
dilaksanakan. Masalah yang diteliti ruang lingkupnya di bidang hukum, yaitu hukum
sebagai aturan hidup manusia untuk dapat mewujudkan ketertiban dan keadilan.
Sebagai aturan hidup manusia hukum itu bersifat normatif, yang terdiri dari norma-
norma (kaidah-kaidah, patokan, ketentuan) yang tertulis dalam bentuk perundang-
undangan dan yang tidak tertulis dalam bentuk kebiasaan-kebiasaan berperilaku yang
tetap dalam bentuk hukum adat yang hidup dalam masyarakat.1 Penelitian merupakan
penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Metode ilmiah
merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Tidak
semua pengetahuan dapat disebut ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang
cara mendapatkannya harus memenuhi syarat-syarat yang dimaksud yang tercantum
dalam metode ilmiah.
Penelitian merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui
sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah untuk mendapatkan solusi. Keingintahuan
manusia pada suatu obyek yang akan dipelajari atau dipecahkan permasalahannya
1Hilmawan Hadikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum
(Bandung: Mandar Maju, 1995), h. 59.
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bisa menggunakan prinsip-prinsip yang belandaskan pada teori dan hukum dari ilmu
pengetahuan. Suatu fenomena bisa terjadi karena adanya perubahan atau dampak dari
suatu rangkaian peristiwa alam atau gejala sosial; yang ingin diketahui, diamati,
dipelajari, dipecahkan; menggunakan metode penelitian. Kita dapat menyaksikan
pada beberapa publikasi ilmiah, betapa ilmu pengetahuan terus berkembang dari
waktu ke waktu. Berkembangnya ilmu pengetahuan tentunya tidak terlepas dari
hasil-hasil penelitian (research) dan percobaan (experiment).2Agar suatu penelitian
dapat bersifat obyektif maka dalam mengambil kesimpulan harus berpedoman pada
metode penelitian. Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode
penelitian sebagai berikut :
A. Jenis Penelitian
Menurut Soerjono Soekanto3 penelitian hukum merupakan suatu kegiatan
ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang
bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan
jalan menganalisanya. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skipsi ini
adalah jenis penelitian lapangan (field research) dalam bentuk studi kasus dengan
tujuan untuk mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti supaya dapat
2BPTP Nusa Tenggara Barat, Penelitian Kualitatif
(http://ntb.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&view=article&id=565:penelitian-
kualitatif&catid=53:artikel&Itemid=49, tanggal 19 Juli 2012 pukul 21.00)
3 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 18.
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mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam4, tentang putusan Pengadilan
Negeri Makassar Nomor 1020/PID.B/2011/PN.MKS.
Aktivitas di bidang hukum memiliki bentuk yang bermacam-macam, seperti
pembuatan, penerapan dan penelitian hukum. Apapun aktifitas dan tindakan itu,
semuanya merupakan bagian dari bentuk aplikasi hasil pemikiran manusia. Oleh
karena keadaan yang demikian itu, maka semua kegiatan dan usaha itupun terbuka
terhadap pengukuran sudut prinsip berpikir. Penelitian ilmu hukum pada dasarnya
merupakan suatu aktivitas di bidang hukum yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
selanjutnya mencari pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul di
dalam gejala tersebut.5
Jika ditinjau dari sifatnya, maka penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat
deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara
sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan atau
objek yang ditelit. Menurut Hadari Nawawi6 metode penelitian deskriptif mempunyai
dua ciri pokok, yaitu:
4Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1984), h.
16.
5Zainuddin Ali, op. cit., h. 36.
6Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Cet. VI (Yogyakarta: Gajah Mada
University Press, 1995), h. 64.
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1. Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian
dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual; dan
2. Menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana
adanya diiringi dengan interpretasi rasional berdasarkan aturan yang berlaku.
B. Jenis Pendekatan
Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti menggunakan pendekatan sebagai
berikut:7
1. Pendekatan syar’i, pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan pemahaman
masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa khususnya mahasiswa fakultas
syariah dan hukum untuk mengenai tindak pidana pencucian uang sebagai salah
satu jarimah dalam hukum pidana Islam;
2. Pendekatan yuridis, Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengarahkan
pemahaman masyarakat, praktisi hukum, dan para mahasiswa mengenai suatu
fenomena hukum, dalam hal ini adalah eksistensi pembuktian tindak pidana
pencucian uang melalui aspek peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
spesifikasi kajian tersebut pada Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
1020/PID.B/2011/PN.MKS.
C. Metode Pengumpulan Data
1. Lokasi Penelitian
7Qadir Gassing dan Wahyuddin Halim, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah, Makalah,
Skripsi, Tesis, dan Disertasi, Cet. II (Makassar: Alauddin Press, 2009), h. 13.
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Penelitian ini dilakukan di Makassar. Pemilihan lokasi penelitian didasari atas
pertimbangan bahwa Makassar merupakan kota besar yang berada di Indonesia
bagian tengah. Sebagai kota metropolitan, permasalahan hukum yang lebih kompleks
dan rumit menjadi sebuah keniscayaan. Salah satu permasalahan hukum yang
dimaksud adalah maraknya kasus pencucian uang. Lokasi penelitian merupakan
tempat dimana peneliti bekerja untuk memperoleh data yang akurat untuk melakukan
penelitian. Dalam penelitian, lokasi penelitian dicantumkan secara jelas dan spesifik
agar memudahkan peneliti melakukan penelitian. Lokasi penelitian dalam pembuatan
skripsi ini berada di Pengadilan Negeri/Niaga/PHI/Tipikor Makassar yang berada di
Jln. R.A. Kartini No.18/23 Makassar 90111, Sulawesi Selatan.
2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan berpengaruh terhadap efektifitas dan keakuratan data
serta informasi yang diperoleh dalam rangka melakukan penelitian lapangan. Waktu
penelitian yang akan digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah terhitung sejak
tanggal 19 Juli 2012 sampai 05 Agustus 2012.
3. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data
kualitatif merupakan jenis data yang mengkategorikan data secara deskriptif berupa
kata- kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.
4. Sumber Data
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a. Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya.
Cara memerolehnya melalui wawancara dengan informan untuk memperoleh
informasi mengenai pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam praktik
pengadillan.
b. Data Sekunder
Penelitian masalah ini dari sumber data sekunder yang diperoleh berdasarkan
penelitian kepustakaan dan hasil dokumentasi penelitian orang lain dalam bentuk
buku-buku ilmu hukum. Bahan hukum yang digunakan sebagai data sekunder
adalah:8
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan
mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat
bagi para pihak yang berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi dan dokumen
hukum). Bahan penelitian ini terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan:
a) Norma atau kaidah dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
b) Undang-Undang, yaitu peraturan hukum yang dihasilkan oleh badan
legislatif. Dalam hal ini diantaranya: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberantasan dan Pencegahan Tindak
Pidana Pencucian Uang;
8 Zainuddin Ali, op. cit., h. 23-24.
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2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer, seperti: Buku Hukum Acara Pidana Indonesia,
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan
KUHAP, Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana dan Metode Penelitian
Hukum.
3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus
bahasa Indonesia, website, dan jurnal.
5. Teknik Pengumpulan Data
Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti adalah pertama, wawancara.
Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan keterangan responden melalui
percakapan langsung atau berhadapan muka. Wawancara langsung antara peneliti
dengan informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan (panduan wawancara)
yang telah disiapkan.9 Dalam hal ini penulis melakukan interview dengan beberapa
hakim mengenai teori pembuktian pada pencucian uang yang menjadi titik sentral
dalam hukum acara pidana. Adapun pada penelitian ini, peneliti mengadakan
wawancara terhadap Railam Silalahi dan Zulfahmi (keduanya merupakan hakim
Pengadilan Negeri Makassar).
Kedua, dokumentasi. Metode dokumentasi ini dilakukan peneliti dengan cara
mengumpulkan data tertulis mengenai proses penanganan perkara tindak pidana
pencucian uang, dan arsip-arsip (putusan perkara pencucian uang) dalam hal ini
9 Sutrisno Hadi, Metodologi Riset (Jakarta: Andi, 1995), h. 83.
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adalah arsip Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor:
1020/PID.B/2011/PN.MKS.
Adapun instrumen atau alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Pedoman wawancara. Pedoman wawancara adalah alat yang digunakan dalam
melakukan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari
informan yang berupa daftar pertanyaan.
b. Buku catatan dan alat tulis. Alat ini berfungsi untuk mencatat semua
percakapan dengan sumber data.
6. Populasi Dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek, gejala, kejadian atau seluruh unit yang
akan diteliti. Populasi tidak harus selalu berwujud saja, tetapi dapat berupa gejala-
gejala, tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, alat-alat
pengajaran,10 cara-cara penyelenggaraan administrasi dan lain-lain. Adapun yang
menjadi populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan perkara pencucian uang
yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar. Jumlah populasi mengenai perkara
korupsi yang diputus di Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2009 sampai tahun
2011 sebanyak 5 perkara.
b. Sampel
10Ronny Hanitidjo Soemitro, Metodelogi Penelitian (Jakarta: Data Media, 1994), h. 44 - 45.
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Sampel adalah sejumlah anggota yang dipilih atau diambil dari suatu populasi
dan besarnya tergantung dari banyaknya data. Selanjutnya, cara-cara yang dilakukan
untuk memperkecil kekeliruan generalisasi dari sampel ke populasi adalah dengan
cara purposive sampling atau pengambilan sampel dengan kriteria tertentu untuk
mencapai tujuan.
Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah putusan
Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1020/PID.B/2011/PN.MKS.
D. Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif
kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan
kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu
pengetahuan.
Adapun langkah-langkah dalam mengolah data adalah sebagai berikut:
pertama, Identifikasi data, yaitu melakukan proses klasifikasi terhadap data yang
langsung diperoleh dari lapangan berupa data primer dan data yang diperoleh dari
bahan kepustakaan berupa data sekunder. Setelah semua data yang sudah terkumpul
masih berupa bahan mentah, maka pengolahan data selanjutnya dilakukan dengan
metode editing, yaitu memeriksa atau membetulkan data serta menempatkan data
tersebut ke dalam kerangka pembahasan yang telah dipersiapkan berdasarkan
rumusan masalah agar dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, Verifikasi data atau
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penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari pengolahan data. Penarikan
kesimpulan harus berdasarkan pada identifikasi data dan editing data.
2. Analisis Data
Data yang diperoleh dan yang telah diolah, penyajian data dilakukan dengan
menganalisanya. Analisis data yang dilakukan dengan metode deduktif. Metode
deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian
ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Metode deduktif digunakan untuk melihat
tinjauan hukum atau perundang-undangan terhadap tindak pidana pencucian uang di
Indonesia dan untuk mengkaji asas-asas dan teori yang digunakan dalam pembuktian




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Eksistensi Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Aspek Peraturan
Perundang-undangan di Indonesia
Pembuktian menempati posisi sentral dalam pesidangan baik dalam hukum
pidana maupun hukum perdata. Di dalam proses persidangan itu sendiri memiliki
tahapan-tahapan yang melibatkan banyak pihak sampai menghasilkan sebuah putusan
yang berkeadilan dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. Diantara pihak-pihak
yang ikut ambil andil dalam sebuah proses persidangan, ada satu pihak yang memiliki
kewenangan dan kebebasan untuk memutuskan perkara. Di tangannyalah sebuah
perkara diharapkan dapat diputus dengan sebenar-benarnya dan seadil-adilnya untuk
mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Dialah hakim, yang ketika
disebut namanya pikiran kita akan tertuju pada 3 (tiga) orang ataupun 1 (satu) orang
yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dalam ruangan sidang dan memakai baju
kebesaran yang disebut “toga”.
Hakim merupakan sosok yang berperan penting dalam proses penyelesaian
sebuah perkara dalam hukum pidana dan sebuah sengketa atau gugatan dalam hukum
perdata. Hakim dalam sudut pandang aliran positivisme merupakan penjelmaan dari
undang-undang atau sering disebut “corong undang-undang”. Aturan yang telah
berlaku terhadap sebuah perbuatan pidana dapat diterapkan melalui 3 (tiga) kali
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ketukan palu seorang hakim. Namun, bagi pakar hukum di Indonesia, disamping
menjadi corong undang-undang, hakim juga dituntut untuk memutus perkara
berdasarkan hati nurani atau keyakinannya sendiri. Meskipun menurut undang-
undang seorang terdakwa bersalah, akan tetapi hakim berkeyakinan bahwa tidak
bersalah maka hakim harus memutuskan sesuia dengan hati nuraninya. Inilah yang
disebut teori pembuktian undang-undang negatif (negative wettelijk theory). Teori ini
dikuatkan oleh bunyi Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:
Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila
dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa
terdakwalah yang bersalah melakukannya.
Berdasarkan landasan hukum tersebut, maka putusan hakim menurut hukum
pidana Indonesia harus memuat 2 (dua) unsur, yaitu:1
a. Alat bukti yang cukup. Yaitu terdiri dari minimal 2 (dua) alat bukti diantara
keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;
dan
b. Adanya keyakinan hakim yang bersumber dari hati nurani. Keyakinan
hakim digunakan sebagai wujud aplikasi dari norma agama yang menjadi
landasan terciptanya penegakan hukum di Indonesia.
Pembuktian pada perkara pencucian uang merupakan proses pembuktian yang
memiliki proses yang lama. Hal ini disebabkan karena proses penegakan hukum
untuk pencucian uang memiliki karakteristik tersendiri yang ternyata berbeda dengan
1 Alfitra, Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Cet. I
(Depok: Raih Asa Sukses, 2011), h. 30.
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proses penyidikan perkara pidana pada umumnya. Salah satu karakteristik yang
dimiliki pencucian uang ialah dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan
di pengadilan mengenai tindak pidana pencucian uang, tindak pidana asal (predicate
crime) tidak perlu dibuktikan, melainkan dengan “patut diduga” bahwa harta
kekayaan merupakan hasil tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah. Sebagai
contoh, dalam perkara pencucian uang, menemukan uang/harta benda/kekayaan lain
dari proses penelusuran terhadap uang hasil kejahatan dapat dijadikan sebagai alat
bukti dan sudah barang tentu setelah melalui analisis transaksi keuangan. Berbeda
halnya dengan pendekatan konvensional yang menitikberatkan pada pencarian
pelakunya secara langsung setelah ditemukan bukti permulaan.
Dalam proses persidangan perkara pencucian uang, seorang jaksa penuntut
umum harus membuktikan telah terjadi pencucian uang dengan menelusuri asal-
muasal dari harta kekayaan yang “patut diduga” merupakan hasil tindak pidana atau
kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Tindak pidana inilah yang oleh jaksa
kemudian dijadikan sebagai tindak pidana asal atau predicate crime. Selanjutnya,
tindak pidana yang menjadi predicate crime tadi kemudian ditelusuri kembali untuk
menemukan bagaimana perbuatan pencucian uang dilakukan terdakwa. Untuk
membuktikan hal tersebut, jaksa penuntut umum harus memastikan bahwa terdakwa
telah melakukan tahapan-tahapan dalam proses pencucian uang yang mencakup ;
placement (penempatan), layering ( pemisahan), dan integration (penggunaan).
Dalam hukum acara pidana, beban pembuktian berada di pihak jaksa penuntut
umum sebagai pejabat yang memiliki kewenangan melakukan penuntutan. Akan
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tetapi, di dalam Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa demi kepentingan
persidangan pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa
harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam hal ini,
hakim memerintahkan kepada seorang terdakwa untuk membuktikannya di depan
sidang pengadilan dengan mengajukan alat bukti yang cukup. Pembuktian seperti ini
kemudian dikenal dengan “pembuktian terbalik”. Pembuktian terbalik
mengindikasikan bahwa terdakwa dapat bebas dari segala dakwaan jika mampu
membuktikan bahwa harta kekayaannya didapat dari sebuah kegiatan yang legal
menurut hukum di Indonesia.
Secara teoritis, konsep pembuktian terbalik dimana terdakwa yang
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah sangat kontradiksi aturan mempunyai
kewajiban untuk membuktikan suatu pernyataan atau tuduhan adalah Jaksa Penuntut
Umum. Hal ini sesuai bunyi Pasal 66 KUHAPidana:
“tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.
sedangkan Pasal 77 UU No. 8 Tahun 2010 menyebutkan redaksi yang berbeda
sekaligus menjadi landasan dalam pembuktian terbalik dalam pengungkapan tindak
pidana pencucian uang. Pasal tersebut berbunyi:
Untuk kepentingan pemeriksaaan di sidang pengadilan, terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil
tindak pidana.
Redaksi kata “tidak dibebani kewajiban” dan “wajib” merupakan dua hal yang
sangat kontradiktif.  Aturan umum yang terdapat dalam KUHAP menghendaki
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adanya praktek dari asas “praduga tak bersalah” (presumption of innonsence). Asas
ini mengemukakan bahwa seseorang wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya
putusan Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan putusan itu sudah in kracht
(telah mempunyai hukum tetap). Artinya bahwa yang mempunyai kewajiban
membuktikan kesalahan seseorang adalah yang menuntut orang tersebut dan dialah
jaksa penuntut umum. Namun aturan yang menyebutkan bahwa terdakwa wajib
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil pidana sebenarnya
tidak bertentangan dengan aturan umum di dalam KUHAP, akan tetapi dikarenakan
pencucian uang merupakan tindak pidana yang tergolong extra ordinary crime atau
kejahatan luar biasa, maka cara atau sistem yang digunakan pun merupakan cara-cara
yang luar biasa.2 Konsep pembuktian terbalik merupakan salah satu wujud
imlementasi penanganan yang luar biasa terhadap kasus pencucian uang. Jika
demikian adanya, maka jaksa tidak perlu lagi membuktikan kesalahan terdakwa,
karena terdakwa yang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Perlu dipahami,
bahwa konsep teori pembuktian terbalik yang dianut Indonesia bukan teori
pembuktian terbalik murni, akan tetapi teori pembuktian terbalik terbatas dan
berimbang. Dalam artian, bahwa kewajiban jaksa penuntut umum untuk melakukan
penuntutan tetap dijalankan. Di sisi lain, terdakwa diberikan kesempatan
membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pencucian uang. Teknis pembuktian
masing-masing pihak dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-
2 Railam Silalahi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara oleh penulis di Makassar,
23 Juli 2012.
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undangan yang berlaku yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010
Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Pada akhirnya, untuk lebih meningkatkan efektivtas dan keberhasilan
penegakan hukum terhadap pencucian uang, maka ketentuan yang mengatur hukum
acara TPPU atau pemeriksaan dalam setiap tingkatan seperti persoalan pembuktian
terbalik perlu lebih diperjelas dan diperkuat. Kedudukan dan hubungan antara UU
PP-TPPU dan peraturan perundang-undangan lainnya harus jelas dan harmonis. Di
samping itu, harus ada keberanian dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi,
PPATK, jaksa, hakim untuk melaporkan siapapun yang dianggap terlibat dalam kasus
pencucian uang.  Karena sering kali dalam praktik penetapan tersangka, aparat
penegak hukum kelihatan ragu-ragu untuk menetapkan tersangka lain yang mungkin
memiliki kedudukan tinggi yang sebenarnya juga terlibat dalam kejahatan model
organized crime ini. Sehingga menurut seorang hakim Pengadilan Negeri Makassar
efektifitasnya UU PP-TPPU ini juga harus didukung oleh aparat peradilan yang jujur,
tegas dan berani untuk menyeret semua aktor besar yang bersembunyi dibalik ketiak
aktor kecil yang dijadikan “tumbal”.3
3 Zulfahmi, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara oleh penulis di Makassar, 23 Juli
2012.
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B. Eksistensi Teori Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dari Aspek
Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 1020/Pid.B/2011/PN.Mks.
1. Kasus Posisi
Kasus ini melibatkan Terdakwa Armin Sapiding selaku Asisten Manajer
Operasional (AMO) pada Bank BRI Cabang Panakkukang Makassar bersama-sama
dengan Andy Gucci, dan Junaedi pada tanggal 22 Januari 2011. Kasus ini bermula
pada tanggal 16 Januari 2011, saat itu Ahmad Huzairin dan Agus Dwi yang mengaku
sebagai beneficial owner (pemilik uang) mendatangi Jacky Saman seorang karyawan
Pedagang Valuta Asing Non Bank dengan nama INDOSAVE yang beralamat di Jl.
Kemang Raya No. 3-5 Jakarta. Tujuan Ahmad dan Agus adalah untuk membeli uang
dollar dengan jumlah yang cukup banyak yaitu $ 2.000.000 (dua juta dollar).
Permintaan ini kemudian disetujui oleh Jacky Saman dengan harga Rp. 9.500 per
dollar dan dengan syarat melakukan pembayaran dengan sistem transfer melalui bank
yang berbeda atau RTGS ke rekening perusahaan INDOSAVE pada Bank Muamalat.
Akan tetapi, hal itu ditolak oleh Agus karena takut bermasalah di Bank Indonesia.
Sehingga Agus menawarkan proses transfer melalui rekening BRI, karena dana yang
akan digunakan untuk membeli dollar berada  di rekening Bank BRI Cabang
Panakkukang.
Selanjutnya, Jacky menghubungi Lilik Kelana Putri yang saat itu menjabat
sebagai pemilik perusahaan agar  mengirimkan rekening BRI. Kemudian Lilik
memberikan nomor rekening Bank BRI dengan nomor 0853201001813506 kepada
Jacky. Nomor rekening tersebut kemudian menjadi tempat untuk menerima transfer
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dana yang diterima dari Ahmad dan Agus. Namun, dalam melakukan transaksi
tersebut, baik Jacky maupun Lilik sama sekali tidak meminta informasi mengenai
identitas Ahmad dan Agus selaku pihak yang mengaku sebagai beneficial owner atau
meminta surat penunjukan atau surat kuasa atau bentuk lain yang menunjukkan
bahwa keduanya memiliki hukum dengan pemilik uang.
Proses selanjutnya, nomor rekening milik Lilik kemudian diberikan kepada
Armin dan Andy Gucci yang saat itu berada di Makassar. Dan pada tanggal 22
Januari 2011 tepat pada hari Sabtu, Armin bersama dengan Andy dan Junaedy
melakukan transfer dana dari rekening titipan intern (persekot BRI) milik Bank BRI
Cabang Panakkukang Makassar ke nomor rekening Lilik dan Andy tanpa melakukan
pencatatan atau pembukuan laporan transaksi untuk menghindari approve
(persetujuan) oleh Pimpinan Cabang Bank BRI Panakkukang, yaitu Fransiskus
Sutaryo, SE., MM. Persetujuan tersebut harus dilakukan karena menurut aturan yang
berlaku bahwa untuk transfer dana diatas Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah )
harus disetujui oleh Pimpinan Cabang. Selanjutnya, Armin mentransfer Rp.
1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) ke rekening Titipan Klaim Asuransi sebanyak
30 kali sehingga nilai transfer mencapai Rp. 30.000.000.000,- ( tiga puluh milyar
rupiah ). Kemudian dana tersebut dipindahkan ke rekening Lilik sebanyak Rp.
1.000.000.000,- sebanyak 20 kali sehingga jumlahnya mencapai Rp. 20.000.000.000,-
( dua puluh milyar rupiah ). Dan dana yang tersisa sebesar Rp. 10.000.000.000,- (
sepuluh milyar rupiah )  ditransfer ke rekening milik Andy dengan cara 10 kali
pentransferan. Setelah proses transfer selesai, Ahmad dan Dwi memberi tahu Lilik
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bahwa dana telah ditransfer. Kemudian Lilik menarik uang hasil transfer Armin tadi
sebanyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) untuk memastikan bahwa dana
tersebut telah aman berada dalam rekeningnya.
Pada keesokan harinya, Kepala Cabang Bank BRI Panakkukang mendapat
laporan dari Pusat Teknologi Informasi Bank BRI Pusat terkait adanya transaksi
mencurigakan di kantornya yaitu tranasksi transfer (over booking) dana sebesar Rp.
30 Milyar. Setelah melakukan pengecekan ternyata benar terjadi proses transfer dari
rekening piutang intern BRI ke rekening titipan klaim asuransi yang selanjutnya
ditransfer ke rekening atas nama Lilik Kelana Putri dan Andy Gucci. Mendapat
laporan tersebut kepala Cabang kemudian melaporkan kepada PPATK.
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dalam kasus dengan terdakwa Armin Sapiding, Jaksa Penuntut menyusun
surat dakwaan dalam bentuk dakwaan kumulatif, yaitu :
a. Dakwaan Kumulatif Pertama, yaitu: kesatu, melanggar Pasal 49 ayat (1) huruf b
Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo. Pasal 64 ayat
(1) KUHP atau kedua, melanggar Pasal 374 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-
1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana atau ketiga, melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
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b. Dakwaan Kumulatif Kedua, terdakwa melanggar Pasal 3 Undang-Undang No.
8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
3. Pembuktian Jaksa Penuntut Umum
Untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum menghadirkan
beberapa alat bukti dan barang bukti. Alat bukti yang diajukan oleh JPU, yaitu :
a. Keterangan Para Saksi
Saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ada 8 orang yang
keseluruhan menjadi karyawan dengan posisi berbeda di kantor Bank BRI Cab.
Panakkukang Makassar. Mereka adalah: Andy Syakhrul Nasib, S.Pt. (Suvervisor
Penunjang Bisnis), Fransiskus Sutaryo (Kepala Cabang BRI), Lukman Alamsyah
(bagian IT), Elyse Polikarpus (Teller 1), Neta Febreta Regina (Teller 2), Sulaeman,
SE. (security), Ahmad (security),Muh. Taufan Azis, SH., dan Lilik Kelana Putri
Soeradi (pemimpin INDOSAVE), serta Agus Dwi Cahyono.
Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh para saksi dari Bank BRI
Cab. Panakkukang Makassar di depan persidangan dengan terlebih dahulu disumpah,
masing-masing telah memberikan keterangan sesuai posisinya yang pada pokoknya,
yaitu:
1) Bahwa telah terjadi transaksi transfer atau over booking yang mencurigakan
dari rekening kantor BRI Panakkukang ke rekening pribadi pada hari Sabtu
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tanggal 22 Januari 2011 sekitar Pukul 17.00 wita di Bank BRI Cab.
Panakkukang Makassar;
2) Bahwa jumlah transfer tersebut mencapai Rp. 30 Milyar yang ditransfer dari
rekening Titipan Klaim Asuransi ke rekening milik Lilik Kelana Putri
sebanyak Rp. 20 Milyar dimana setiap transaksi transfer terkirim Rp. 1 Milyar
yang dilakukan 20 kali, dan sebanyak Rp. 10 Milyar ke rekening Andy Gucci;
3) Bahwa untuk melakukan transfer sebanyak Rp. 1 Milyar dari rekening Bank
harus menggunakan password Terdakwa selaku AMO yang memberikan
persetujuan dan password Elyse selaku Teller; sedangkan untuk nilai transfer
diatas Rp. 1 Milyar harus menggunakan password kepala cabang BRI;
4) Bahwa terdakwa telah melakukan transfer tanpa dokumen sumber atau
aplikasi yang berarti tidak melalui jalur yang legal;
5) Bahwa salah satu password sempat mengalami error, karena kesalahan
memasukkan password sebanyak 3 kali. Password tersebut milik Elyse yang
kemudian diganti di ruangan Terdakwa dimana Terdakwa sangat dekat
dengan dia, sehingga besar kemungkinan Terdakwa mengetahui password
Elyse.
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-tersebut terdapat persesuaian antara
keterangan saksi satu sama lain dan keterangan tersebut dinyatakan di depan
pengadilan, sehingga alat bukti keterangan saksi dianggap sah.
b. Keterangan Ahli
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Untuk menguatkan pembuktiannya, jaksa penuntut umum melibatkan
keterangan 2 (dua) orang ahli, yaitu :
1) Muhammad Novian, SH., MH., dalam keterangannya menjelaskan bahwa
yang dimaksud turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau
permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dalam hal
ini adalah terdakwa bersama-sama dengan saksi Jacky Samman dalam
melakukan pembelian dollar pada Pedagang Valuta Asing (PVA) Indosave.
Sedangkan yang dimaksud patut diduganya merupakan hasil tindak pidana
dimana dalam proses pembelian dollar tersebut Terdakwa dan Agus Dwi patut
menduga bahwa uang untuk pembelian dollar milik seseorang (beneficial
owner) sedangkan mereka tidak memberikan informasi mengenai identitas
diri, sumber dana, dan tujuan transaksi pihak beneficial owner dimana
informasi tersebut wajib untuk diberikan kepada penyedia jasa keuangan
dalam hal ini Indosave sebagaimana prinsip mengenali pengguna jasa  yang
diatur dalam tindak pidana pencucian uang.
2) Sri Yulistiani, dalam keterangannya menjelaskan bahwa transaksi keuangan
mencurigakan menurut SE Bank Indonesia memiliki unsur-unsur, yaitu:
transaksi yang menyimpang dari profil, karakteristik atau kebiasaan transaksi
nasabah, transaksi yang dilakukan dengan tujuan untuk menghindari
pelaporan yang wajib dilakukan Penyedia Jasa Keuangan dalam kasus ini
adalah Bank,  dan transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana.
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c. Keterangan Terdakwa
Alat bukti selanjutnya yang dihadirkan oleh JPU adalah keterangan terdakwa,
dalam hal ini Armin Sapiding. Dalam keterangannya, terdakwa menyatakan sebagai
berikut:
1) Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik karena telah terjadi transfer dari
rekening titipan klaim asuransi Bank BRI Cab. Panakkukang Makassar
kepada rekening BRI miik saksi Lilik Kelana Putri sebesar Rp. 20 Milyar dan
ke rekening Andy Gucci sebesar Rp. 10 Milyar melalui terminal/computer
yang ada di ruangan terdakwa dengan menggunakan password terdakwa dan
password dari saksi Elsye dimana peristiwa itu terjadi pada hari Sabtu tanggal
22 Januari 2011;
2) Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan transfer tersebut dan bukan
ia yang melakukannya;
3) Pada hari itu, terdakwa pernah didatangi oleh Andy Gucci yang hendak
membuka rekening deposito dengan ditemani Junaedi Indrayana;
4) Pada saat itu terdakwa, Andy Gucci dan Junaedi menontot film dewasa
kemudian terdakwa keluar ruangan dan meninggalkan kedua orang itu di
dalam ruangan untuk bertemu saksi Sulaiman dan terdakwa sendiri tidak
mengetahui adanya rencana Andy Gucci mentransfer uang dari Bank BRI; dan
5) Terdakwa pernah ditelepon oleh seseorang untuk mengecek rekening milik
saksi Lilik Kelana Putri sedang terdakwa tidak mengetahui siapa yang
melakukan pengecekan tersebut sehingga terdakwa menjelaskan bahwa dalam
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hal meminta pengecekan nomor rekening tidak dapat dilakukan oleh siapapun
melainkan harus dari orang yang berhak;
d. Barang Bukti berupa:
1) 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam berkerah hitam dan berlogo 114 Bank
BRI;
2) 2 (dua) buah HP Merk Nokia Warna Hitam Kombinasi Silver  type 9300 dan
9500 beserta nomornya;
3) 1 (satu) buah Monitor Merk View Sonic warna hitam dan 1 (satu) buah CPU
Merk Lenovo beserta Keyboardnya;
4) Uang sebesar Rp. 29.965.620.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan
ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tersimpan
dalam rekening Bank BRI dengan No. Rekening 00000642-01-000248-99-55
atas nama Titipan lainnya;
5) Foto copy identitas pemilik rekening 0532-01-001813-50-6 atas nama Sdri.
Lilik Kelana Putri;
6) Foto copy identitas pemilik rekening 0361-01-001813-5 atas nama Sdr. Andy
Gucci;
7) Foto copy Print Out transfer dari rekening 64201000228992 ke rekening
64201000228995;
8) Foto copy Print Out transfer dari rekening 64201000228995 ke rekening
0532-01-001813-50-6 dan 0361-01-001813-5;
9) Foto copy data transaksi AMO pada tanggal 21 Januari 2011; dan
10) Foto copy open branch dan closed branch pada tanggal 22 Januari 2011;
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4. Fakta Hukum
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa,
dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan menurut majelis
hakim telah bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
a. Terdakwa adalah Asisten Manajer Operasional (AMO) pada Bank BRI Cabang
Panakkukang Makassar yang mempunyai tugas dan tangggung jawab dalam
jabatannya, yaitu:
1) Memastikan bahwa tidak terjadi transaksi (kecuali ATM) dalam kurun waktu
setelah close system pada hari kerja sebelumnya sampai dengan awal hari
kerja berikutnya guna menjamin tidak terjadi transaksi yang illegal;
2) Mengesahkan dalam system dan menandatangani bukti kas atas transaksi
tunai. Kliring, dan pemindahbukuan yang ada dalam batas wewenangnya guna
memastikan kebenaran dan keamanan transaksi yang dilakukan.
b. Terdakwa berwenang memberikan persetujuan terhadap transaksi  sebesar Rp. 1
Milyar, sedangkan diatas Rp. 1 Milyar adalah kewenangan kepala cabang;
c. Transaksi dapat dilakukan dengan menggunakan password terdakwa selaku
AMO dan saksi Elsye selaku Teller.
d. Rekening piutang intern hanya diketahui oleh internal Bank BRI sehingga tidak
setiap orang dapat masuk mengakses rekening tersbut kecuali pejabat Bank
BRI;
e. Pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2011 sekitar jam 17.30 teah terjadi transfer
dari rekening piutang intern Bank BRI sebesar Rp. 30 Milyar sebanyak 30 kali
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dengan jumlah Rp. 1 Milyar setiap kali transfer ke rekening titipan klaim
asuransi kemudian ditrnasfer ke rekening milik saksi Lilik Kelana Putri sebesar
Rp. 20 Milyar dengan jumlah Rp. 1 Milyar setiap kali transfer sebanyak 20 kali
dan Rp. 10 Milyar ke rekening Andy Gucci sebesar Rp. 10 Milyar dengan
jumlah Rp. 1 Milyar setiap kali transfer sebanyak 10 kali;
f. Pemecahan jumlah transfer tersebut dilakukan terdakwa untuk menghindari
persetujuan dari Kepala Cabang Bank BRI Panakkukang sehingga terdakwa
berwenang memberikan persetujuan terhadap proses transaksi tersebut;
g. Uang hasil transfer sempat dicairkan oleh saksi Lilik Kelana Putri sebesar Rp.
50.000.000,- dan uang tesebut sudah dikembalikan sedangkan uang sebesar Rp.
35.000.000 uang dicairkan oleh Andy Gucci tidak dikembalikan;
h. Dana hasil transfer berhasil diblokir dan diamankan oleh Bank BRI sebesar Rp.
20.000.000.000,- milik saksi Lilik dan sisa dana transfer sebesar Rp.
9.965.000.000 milik Andy Gucci;
i. Proses transfer tersebut terjadi di ruangan terdakwa dengan menggunakan
password milik saksi Elsye dan terdakwa dimana peranan terdakwa sebagai
pelaku bersama-sama dengan Andy Gucci dan saksi Junaedi.
5. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (Requisitor)
Setelah mengajukan alat bukti dan barang bukti, jaksa penuntut umum
melayangkan tuntutannya berupa:
a. Menyatakan Terdakwa Armin Sapiding telah terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan tindak pidana “Perbankan dan Tindak Pidana
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Pencucian Uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 49 ayat (1) UU
No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Armin Sapiding dengan pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah untuk tetap ditahan.
c. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa  sebesar Rp. 1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah);
d. Menyatakan barang bukti yang tertera dalam dakwaan (poin a. s/d d. masing-
masing dikembalikan kepada yang berhak) dan barang bukti ( poin e. s/d j.
tetap terlampir dalam berkas perkara.)
e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).
6. Pembelaan Penasehat Hukum (Pleidoi)
Sebelum sampai pada pembelaan, penasehat hukum terdakwa menghadirkan 1
(satu) orang saksi ade charge (saksi yang meringankan) yaitu: Junaedy Indrayana
alias Edi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
a. Saksi merupakan cleaning service pada bank tersebut yang pada hari Sabtu
tanggal 22 Januari 2011 diminta oleh Andy Gucci (salah seorang terdakwa)
untuk merekam kegiatan computer Teler Elsye dan computer terdakwa dengan
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menggunakan kamera pen dengan tujuan untuk melakukan hacker pada Bank
tersebut dengan jumah Rp. 3 Milyar.
b. Saksi dapat merekam kegiatan tersebut karena pada saat itu saksi diminta oleh
terdakwa untuk memiah uang untuk pengisian kas ATM. Setelah merekam
saksi tidak pernah melihat hasil rekaman tersebut.
c. Saksi kemudian diberitahu oleh Andy Gucci bahwa ia telah menghack uang
BRI sebesar Rp. 30 Milyar dimana awalnya berencana mengambil Rp. 3
Milyar. Proses pentransferan uang tersebut tidak dilihat oleh saksi karena
diminta untuk berjaga di pintu.
Setelah mendengarkan keterangan saksi ade charge dan tuntutan yang
diajukan JPU, maka majelis hakim memberi kesempatan kepada penasihat hukum
terdakwa mengajukan pembelaan yang pada intinya menyatakan, sebagai berikut :
a. Membebaskan terdakwa Armin Sapiding dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut
Umum;
b. Merehabilitir nama, harkat dan martabat terdakwa Armin Sapiding;
c. Membebankan biaya perkara kepada negara
7. Pertimbangan Majelis Hakim (Ratio Decidendi)
Dalam perkara tersebut, terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Pertimbangan-pertimbangan itu,
diantaranya:
a. Pertimbangan terhadap dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum.
Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul
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di persidangan, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang
secara berlanjut sesuai dengan isi dakwaan kumulatif kedua penuntut umum.
b. Pertimbangan bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan
keterangan terdakwa, majelis hakim menemukan petunjuk tentang adanya
rangkaian hubungan kerjasama antara terdakwa sebagai peaku bersama-sama
dengan Andy Gucci dan Edi Junaedi.
c. Pertimbangan atas fakta-fakta hukum berdasarkan persesuaian antara
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dengan barang
bukti yang diajukan di persidangan.
d. Pertimbangan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum. Jaksa menuntut
terdakwa dengan ancaman pidana 7 (tujuh) tahun. Akan tetapi, majelis hakim
menilai bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan dendam, melainkan
pembinaan untuk mendidik terdakwa agar berhai-hati dalam melakukan suatu
perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan bertentangan dengan hukum
dan keadilan.
e. Pertimbangan atas hal-hal yang memberatkan dan meringankan.
1) Hal-hal yang memberatkan yaitu: pertama, perbuatan terdakwa telah
menyebabkan kerugian bagi Bank BRI Cab. Panakkukang Makassar, dan
kedua, terdakwa tidak berterus terang atas perbuatannya.
2) Hal-hal yang meringankan yaitu: pertama, bahwa dana sebesar Rp.
29.965.000.000,- (dua puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh lima
juta rupiah) berhasil diamankan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kedua, selama
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persidangan berlangsung terdakwa bersikap sopan dan belum pernah dihukum
sebelumnya dan ketiga, terdakwa mempunyai keluarga yang menjadi
tanggungannya.
Pertimbangan hakim yang disebutkan tersebut merupakan landasan hakim
untuk menilai kebenaran materiil suatu perbuatan pidana. Dalam mempertimbangkan
fakta-fakta hukum selama persidangan, seorang hakim dituntut untuk mengerahkan
seluruh pengetahuannya sehingga fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk dalam
meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa terkait dakwaan yang didakwakan
kepadanya.
8. Putusan Majelis Hakim (Dictum)
Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Nopember 2011 Nomor
1020/Pid.B/2011/PN.Mks. telah menjatuhkan putusan, diantaranya:
a. Menyatakan terdakwa Armin Sapiding bin Ahmar Sapiding telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencucian
Uang Secara Berlanjut”;
b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu,
dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
c. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan
pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
d. Menetapkan lamanya terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dengan pidana yang dijatuhkan;
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e. Menyatakan bahwa terdakwa tetap berada dalam tahanan;
f. Menyatakan d. Menyatakan barang bukti yang tertera dalam dakwaan (poin
a. s/d d. masing-masing dikembalikan kepada yang berhak) dan barang
bukti ( poin e. s/d j. tetap terlampir dalam berkas perkara).
g. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu
rupiah).
9. Analisis Hukum
Pembuktian dalam proses perkara pidana berbeda dengan proses perkara
perdata. Biasanya, pembuktian dalam perkara pidana “lebih ketat” dibandingkan
dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana yang mencari
kebenaran materiil, dianut pembuktian dengan stelsel negative, artinya untuk
menjatuhkan putusan dalam perkara pidana tidak cukup berdasarkan alat bukti saja,
tetapi juga diperlukan adanya keyakinan hakim apakah terdakwa bersalah atau tidak.4
Pembuktian dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa penuntut umum.
Dalam kaitannya dengan perkara No. 1020/Pid.B/2011/PN.Mks., pembuktian
dilakukan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan surat dakwaan. Dalam proses
pembuktian perkara pidana beban pembuktian berada di pihak jaksa penuntut umum.
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk
melakukan penuntutan dan melaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Sedangkan
4 Alfitra, op. cit., h. 28.
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penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang
kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
Dalam KUHAP, salah satu wewenang jaksa ialah membuat surat dakwaan
apabila jaksa berpendapat bahwa berdasarkan hasil penyidikan, perkara pidana yang
sedang diperiksa dapat dilakukan penuntutan. Untuk menjamin proses penuntutan
yang cepat, maka dalam ketentuan Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas
penyidikan dari penyidik, jaksa penuntut umum harus segera mempelajari dan
meneliti apakah orang dan atau benda yang tersebut dalam hasil penyidikan telah
sesuai ataukah telah memenuhi syarat pembuktian yang dilakukan dalam rangka
pemberian petunjuk kepada penyidik. Jangka waktu yang diberikan kepada jaksa
adalah 7 (tujuh) hari dan wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil
penyidikan telah lengkap atau belum. Setelah berkas dinyatakan lengkap, maka sesuai
dengan ketentuan UU PP-TPPU, jaksa harus melimpahkan berkas perkara pencucian
uang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima berkas yang lengkap dari
penyidik. Dalam pelimpahan berkas ini, penuntut umum juga menyerahkan surat
dakwaan yang telah disusun.
Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa surat dakwaan yang menjadi
dasar bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Untuk
membuktikannya, penuntut umum harus menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah,
dalam perkara ini penuntut umum menghadirkan beberapa saksi yang dianggap
berkompeten memberikan kesaksiannya dan para ahli yang menjelaskan unsur
perbuatan terdakwa yang dianggap melawan hukum dari aspek keilmuan yang
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mereka miliki. Alat bukti berupa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum 8
(delapan) diantaranya dinyatakan di depan sidang pengadilan setelah disumpah,antara
keterangan saksi yang satu dan saksi yang lain terdapat persesuaian, serta para saksi
menerangkan apa yang ia lihat, apa yang ia dengar dan apa yang ia alami berdasarkan
pengetahuan yang mereka miliki. dengan demikian, keterangan para saksi telah
mempunyai kekuatan pembuktian di samping telah memenuhi prinsip pembuktian
ullus testis nullus testis. Alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling
utama dalam perkara pidana.5 Tidak ada perkara pidana yang tidak dibuktikan dengan
keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada
pemeriksaan keterangan saksi, sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan
alat bukti yanga lain masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti
keterangan saksi. Karena keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian.
Alat bukti selanjutnya adalah keterangan ahli. Keterangan ahli baru
mempunyai nilai pembuktian, bila ahli tersebut di muka hakim harus bersumpah
terlebih dahulu sebelum memberikan keterangan. Jika ahli tidak bisa hadir, dan
sebelumnya sudah mengucapkan sumpah di depan penyidik maka nilainya sama
dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang. Dari 2 (dua) orang ahli yang
dihadirkan penuntut umum, semuanya memberikan penjelasan tentang unsur-unsur
pencucian uang dan transaksi keuangan mencurigakan sesuai dengan bidang
keilmuan yang dimiliki oleh para ahli. Meskipun para ahli yang diajukan oleh
5 Ibid., h. 58.
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penuntut umu tidak hadir dalam persidangan, namun nilai keterangannya sama ketika
mereka hadir di persidangan karena telah mengucapkan sumpah ketika memberikan
keterangan di depan penyidik. Keterangan ahli ini kemudian akan menguatkan
keyakinan hakim untuk membuat jelas dan terang suatu tindak pidana yang dilakukan
terdakwa karena diberikan dengan sudut pandang objektif tanpa ada kepentingan
dalam perkara yang sedang berlangsung.
Kemudian untuk membuktikan dakwaannya, jaksa penuntut umum membawa
barang bukti hasil penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat yang dilakukan oleh
penyidik. Dalam ketentuan Pasal 181 KUHAP tentang pemeriksaan barang bukti,
seakan-akan barang bukti yang dihadirkan penuntut umum hanya bersifat formal.
Padahal secara materil, barang bukti sering kali digunakan hakim dalam
menyandarkan keyakinannya karena sangat berguna bagi hakim. Kegunaan barang
bukti di depan sidang pengadilan kadang dapat dilihat dari cara hakim dalam
menggunakan barang bukti untuk membuat simulasi dalam persidangan terhadap
perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa.
Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa jaksa penuntut umum
telah membuktikan unsur-unsur pasal dari dakwaan yang disusun dengan mengajukan
alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan ahli. Di samping itu, jaksa juga
telah menghadirkan barang bukti sebagaimana telah disebutkan. Sehingga, beban
pembuktian biasa dimana jaksa yang memiliki kewajiban membuktikan kesalahan
terdakwa diaplikasikan sesuai dengan aturan KUHAP.
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Kekurangan proses pembuktian perkara No. 1020/PID.B/2011/PN.MKS
adalah tidak diterapkannya beban pembuktian terbalik yang diatur dalam Pasal 77
UU. No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana
Pencucian Uang dimana untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa
wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.
Hal ini terlihat dari pembelaan (pledoi) yang dilayangkan oleh penasehat hukum
terdakwa yang hanya menyebutkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang
membebaskan terdakwa dari seluruh dakwaan, merehabilitir nama, harkat dan
martabat terdakwa dan membebankan biaya perkara kepada negara.
Dalam pledoi tersebut tidak terdapat alasan yang kuat untuk membebaskan
terdakwa dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum. Seyogianya, untuk
membebaskan dirinya dari dakwaan, seorang terdakwa yang dibantu oleh penasehat
hukumnya (kalau ada) wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang diduga
sebagai hasil dari tindak pidana awal brsumber dari proses atau usaha yang sah bukan
dari hasil kejahatan. Untuk membuktikan itu, terdakwa wajib menggunakan alat bukti
yang sah yang akan memperkuat pembelaannya sehingga hakim mempunyai
keyakinan bahwa terdakwa tidak bersalah melakukan pencucian uang karena harta
kekayaannya diperoleh dari cara yang sah. Sementara terdakwa hanya menghadirkan
saksi adecharge (saksi yang meringankan) bukan saksi yang memberikan keterangan
terkait harta kekayaan terdakwa.
Ketiadaan penerapan pembuktian terbalik dalam perkara ini juga terlihat
dalam pertimbangan hakim. Di dalam sebuah putusan, majelis hakim akan
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mempertimbangkan seluruh hal yang dapat membantu membuat terang tindak pidana
yang dilakukan oleh terdakwa sebagai wujud dari asas “praduga tak bersalah”. Dan
salah satu yang menjadi pertimbangan hakim adalah upaya terdakwa untuk
membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Dalam
pertimbangan hakim terhadap perkara ini, tidak ada pertimbangan yang menerangkan
perihal terdakwa yang diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa uang sebesar
Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) yang menjadi objek perkara adalah
bukan merupakan hasil tindak pidana. Sehingga dapat dikatakan bahwa aturan
tentang “pembuktian terbalik” dalam Pasal 77 UU No.8 Tahun 2010 tidak diterapkan





Berdasarkan pembahasan hasil penelitian tentang pembuktian tindak pidana
pencucian uang di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara
1020/PID.B/2011/PN.MKS., maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:
1. Pembuktian menempati posisi sentral dalam hukum acara pidana. Dalam konteks
hukum pidana di Indonesia, pembuktian pencucian uang (money laundering)
mempunyai 2 (dua) teori yang sekilas berlawanan, namun sebenarnya tidak
berlawanan. Di dalam KUHP, teori pembuktian yang digunakan adalah teori
pembuktian biasa dimana jaksa mempunyai kewajiban membuktikan terdakwa
bersalah melakukan tindak pidana money laundering. Sedangkan dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak
Pidana Pencucian Uang mempunyai teori pembuktian terbalik dimana terdakwa
harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan pencucian
uang. Teori pembuktian terbalik dalam undang-undang tersebut adalah teori
pembuktian terbatas dan berimbang. Artinya, bahwa jaksa penuntut umum
berusaha meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan terdakwa harus
membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
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2. Proses pembuktian tindak pidana pencucian uang dengan mencari kebenaran
materiil. Kebenaran materiil yang dimaksud adalah kenyataan bahwa telah terjadi
suatu perbuatan yang termasuk tindak pidana. Dalam kaitannya dengan perkara
terdakwa Armin Sapiding, proses pembuktiannya dilakukan oleh Jaksa Penuntut
Umum sesuai aturan dalam KUHAP dengan menghadirkan alat bukti berupa:
keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan barang-barang
bukti. Sementara konsep pembuktian terbalik sebagaimana isi Pasal 77 dan 78
Undang-Undang PP-TPPU tidak dipraktikkan dalam perkara ini.
B. Implikasi Penelitian
Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.
Akan tetapi hal itu tidak menjadi faktor yang dapat menjadikan bangsa ini sebagai
bangsa yang aman dan tentram. Faktanya, kecanggihan teknologi pada zaman ini ikut
memunculkan kejahatan-kejahatan yang luar biasa salah satunya adalah kejahatan
pencucian uang. Dan ternyata para pelaku pencucian uang juga banyak yang
beragama Islam. Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin tidak menjelaskan secara
eksplisit tentang tindak pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan pada masa
Rasulullah Muhammad saw. sampai pada masa ulama Salafiyah tidak terdapat model
kejahatan seperti pencucian uang. Namun hal ini tidak dapat dijadikan alasan bahwa
hukum Islam khususnya fiqh jinayah (hukum pidana Islam) tidak mengatur tentang
tindak pidana pencucian uang.
Berdasarkan pemaparan penulis didapati bahwa pencucian uang merupakan
salah satu bentuk kejahatan (jarimah) karena telah memenuhi unsur-unsur jarimah
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dalam fiqh jinayah. Dan berdasarkan fatwa MUI, tindak pidana pencucian uang
merupakan jarimah ta’zir karena merupakan perbuatan maksiat dan mengganggu
ketentraman dan kenyamanan masyarakat. Di samping itu, pencucian uang juga
merupakan perbuatan yang mendatangkan banyak kemudharatan daripada
kemaslahatan. Oleh karenanya untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang
aman dan tentram sudah saatnya untuk menerapkan nilai-nilai Islam khususnya
konsep pemidanaan dalam fiqh jinayah yaitu pencegahan dan pendidikan.
Akhirnya, penulis berharap skripsi ini dapat menjadi tambahan literatur ilmiah
bagi para civitas akademi UIN Alauddin Makassar yang melakukan pengkajian nilai-
nilai Islam dengan menyandingkan antara hukum pidana nasional dan fiqh jinayah.
Sehingga di masa yang akan datang akan lahir para pemikir yang konservatif untuk
mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
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